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ABSTRAK

Nama
: 
Mohammad Albar 

Nim
: 
212170004

Judul Skripsi
:
Strategi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam Penanganan Kasus     Tambang Ilegal di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru
Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan sosial, dan potensi konflik hukum. Penelitian ini merumuskan masalah tentang strategi pemerintah Kabupaten Sigi dalam menangani PETI, beserta faktor pendukung dan kendalanya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi dalam penanganan PETI di Desa Sidondo I, dengan fokus pada upaya penegakan hukum, pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas instansi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan strategi tersebut, serta hambatan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, aparat kepolisian, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) dan perangkat desa, serta melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang mengacu pada model interaktif Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan PETI di Desa Sidondo I mencakup penegakan hukum secara tegas, pengawasan berkelanjutan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan ekonomi alternatif, serta koordinasi intensif antarinstansi terkait. Faktor pendukung utama meliputi dukungan pemerintah desa, keterlibatan tokoh adat dan agama, serta program pemberdayaan ekonomi yang berhasil mengubah perilaku sebagian warga. Namun demikian, terdapat hambatan berupa lokasi tambang yang sulit dijangkau, penolakan dari pelaku tambang ilegal, dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat.

Temuan penelitian ini berimplikasi pada perlunya kombinasi instrumen hukum yang tegas dengan pendekatan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Koordinasi lintas instansi harus diperkuat untuk efektivitas pengawasan, dan program edukasi serta pemberdayaan ekonomi diintegrasikan sebagai upaya preventif jangka panjang. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam penanganan PETI secara berkelanjutan.
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pertambangan ilegal merupakan fenomena yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan serta masyarakat sekitar. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran air, dan gangguan sosial ekonomi. Masalah tambang ilegal menjadi perhatian nasional karena berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya alam serta stabilitas sosial di daerah terdampak, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, dan udara, serta menimbulkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal juga berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya fungsi ekosistem penting seperti pengaturan suhu dan penyerapan karbon. Limbah berbahaya seperti merkuri dan sianida yang digunakan dalam proses pengolahan emas secara ilegal mencemari sumber air dan tanah, yang pada akhirnya mengancam kesehatan masyarakat sekitar.2 Selain itu, tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, 

tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara karena tidak membayar pajak dan retribusi yang seharusnya.3
Upaya pencegahan kerusakan akibat tambang ilegal menjadi langkah krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Strategi pencegahan meliputi pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk menghalangi aktivitas ilegal, reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang agar fungsi ekosistem pulih, serta pendidikan dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki alternatif ekonomi berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan pada tambang ilegal.

Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi, menjadi salah satu daerah yang mengalami permasalahan serius terkait tambang ilegal. Desa Sidondo I di Kecamatan Sigi Biromaru dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas pertambangan emas ilegal yang cukup masif. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penertiban, aktivitas tambang ilegal masih terus berlangsung, menunjukkan adanya tantangan besar dalam penanganan masalah.4
Penertiban tambang ilegal di Desa Sidondo I mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sigi dan aparat keamanan. Pada Mei 2023, Tim Gabungan yang terdiri dari Polres Sigi, Pemerintah Daerah, TNI, Satpol PP, dan aparat Desa setempat melakukan operasi penertiban di lokasi tambang ilegal. Operasi ini dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sigi, dengan menyita berbagai alat tambang dan bahan kimia berbahaya seperti sianida yang digunakan dalam proses pemurnian emas.5
Dalam operasi tersebut, ditemukan pula sejumlah pekerja yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal, yang kemudian diperiksa untuk mengidentifikasi peran dan keterlibatan mereka. Penertiban ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas tambang ilegal. Namun, penanganan tambang ilegal tidak hanya memerlukan tindakan represif, tetapi juga pendekatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan regulasi.

Kerusakan lingkungan di sekitar Desa Sidondo I semakin mengkhawatirkan karena lokasi tambang ilegal berdekatan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan mengganggu kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penanganan tambang ilegal perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.6
Dampak sosial dari tambang ilegal juga tidak bisa diabaikan. Aktivitas ini sering memicu konflik antar masyarakat, gangguan keamanan, dan menimbulkan masalah kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya. Selain itu, tambang ilegal menghambat kegiatan usaha pertambangan yang resmi dan sah, sehingga merugikan pemegang izin serta negara secara keseluruhan.7 
Secara teori baru masukkan tanda kuning

Dampak sosial dari aktivitas tambang ilegal merupakan salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan dalam penanganan masalah ini. Secara teori, dampak sosial dapat dipahami sebagai konsekuensi yang timbul akibat interaksi antara aktivitas pertambangan ilegal dengan masyarakat sekitar. Aktivitas tambang ilegal sering memicu konflik sosial, baik antar warga maupun antara warga dengan aparat penegak hukum, karena adanya persaingan sumber daya dan ketidakjelasan status hukum. Selain itu, gangguan keamanan menjadi hal yang umum terjadi, termasuk potensi kekerasan dan kriminalitas yang meningkat di daerah tambang ilegal. Dari sisi kesehatan, paparan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida yang digunakan dalam proses pengolahan emas secara ilegal menyebabkan risiko penyakit dan menurunnya kualitas hidup masyarakat setempat. Tambang ilegal juga menghambat perkembangan usaha pertambangan resmi yang sah, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan pemegang izin resmi. Ketimpangan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ilegal ini dapat memperdalam kesenjangan sosial dan menimbulkan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penanganan dampak sosial tidak hanya memerlukan tindakan hukum, tetapi juga pendekatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Sigi telah mengembangkan berbagai strategi dalam menanggulangi tambang ilegal, mulai dari penegakan hukum, pengawasan lapangan, hingga program pemberdayaan masyarakat agar beralih ke mata pencaharian yang lebih berkelanjutan. Namun, efektivitas strategi tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan dampak yang dihasilkan, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.8 Sebagai berikut adalah beberapa gambar lokasi tambang ilegal di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru yang diambil dari sumber: SMN.News dan TUTURA.id.
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Gambar 1.1 Lokasi Tambang Ilegal di Desa Sidondo I
Sumber : SMN.News dan TUTURA.id
Berdasarkan gambar 1.1 yang berjudul "Lokasi Tambang Ilegal di Desa Sidondo I ", dapat dijelaskan bahwa gambar tersebut memperlihatkan dua situasi berbeda yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Pada gambar sebelah kiri, tampak sekelompok orang yang terdiri dari aparatur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sedang berdiri di depan sebuah spanduk larangan melakukan kegiatan penambangan. Spanduk tersebut menegaskan bahwa aktivitas penambangan di lokasi ini dilarang, sebagai bentuk upaya pemerintah dan masyarakat dalam menertibkan serta mencegah terjadinya penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan.
Sementara itu, gambar sebelah kanan menunjukkan kondisi fisik lokasi tambang ilegal di Desa Sidondo I. Terlihat area tanah yang telah digali dan mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan. Alat-alat sederhana serta tenda darurat juga tampak di lokasi tersebut, menandakan bahwa aktivitas penambangan masih berlangsung secara tidak resmi dan tanpa izin. Kedua gambar ini secara jelas menggambarkan adanya permasalahan tambang ilegal di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, serta upaya penegakan aturan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk menghentikan aktivitas tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan dan ketertiban di masyarakat

Secara teoritis, penanganan tambang ilegal di Kabupaten Sigi dapat dianalisis menggunakan teori dampak sosial dan lingkungan yang memberikan kerangka untuk memahami konsekuensi negatif dari aktivitas pertambangan ilegal terhadap masyarakat sekitar dan ekosistem di Desa Sidondo I. Dampak sosial yang muncul meliputi konflik antar warga dan aparat, gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya, serta ketidakstabilan ekonomi lokal akibat terganggunya mata pencaharian dan usaha pertambangan resmi. Sementara itu, dampak lingkungan mencakup kerusakan hutan, pencemaran air dan tanah, serta penurunan fungsi ekologis kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu yang berdekatan dengan lokasi tambang ilegal. Teori ini menekankan pentingnya mitigasi dampak melalui kebijakan yang holistik dan terpadu, meliputi rehabilitasi lingkungan, penegakan hukum yang tegas, pengawasan ketat, serta pemberdayaan masyarakat agar beralih ke mata pencaharian yang lebih berkelanjutan. 9

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Kabupaten Sigi Dalam Penanganan Kasus Tambang Ilegal Di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sigi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan tambang ilegal yang terjadi di Desa Sidondo I. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas strategi yang diterapkan, kendala-kendala yang dihadapi, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penanggulangan tambang ilegal secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Sigi dalam penanganan kasus tambang ilegal di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru ? 
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pemerintah Kabupaten Sigi dalam penanganan kasus tambang ilegal di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Sigi dalam penanganan kasus tambang ilegal di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru ? 
a. Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Sigi dalam penanganan kasus tambang ilegal di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru.

b. Untuk mengetahui apa saja apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pemerintah Kabupaten Sigi dalam penanganan kasus tambang ilegal di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Pengembangan kebijakan penelitian ini memberikan informasi yang mendalam mengenai strategi yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi dalam menangani kasus tambang ilegal. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap masalah tambang ilegal di Desa Sidondo. Dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi, pemerintah dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan dan inovasi dalam penanganan masalah ini.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari tambang ilegal, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mendukung upaya penegakan hukum. Dan penelitian dapat menjadi dasar untuk program-program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dapat berkontribusi dalam pengelolaan yang lebih baik.

c. Bagi Akademisi dan Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu tambang ilegal, kebijakan  dan pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ini dan temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengemabngan teori- teori yang berkaitan dengan penanganan masalah lingkungan dan sosial, serta strategi kebijakan.
d. Bagi Lingkungan

Dengan memberikan rekomendasi yang berbasis pada hasil penelitian, diharapkan dapat membantu dalam upaya konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan di Desa Sidondo dan sekitarnya. 
D. Penegasan Istilah

1. Strategi
Rencana atau pendekatan yang sistematis dan terencana yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk mengatasi masalah tambang ilegal. Ini mencakup langkah-langkah, kebijakan, dan tindakan yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan tertentu.10
2. Penanganan
 Proses atau tindakan yang diambil untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang ada, dalam hal ini, terkait dengan aktivitas tambang ilegal. Penanganan ini mencakup penertiban, penutupan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.   11
3. Kasus Tambang Ilegal

 Situasi atau peristiwa yang melibatkan aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, yang dapat merugikan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi lokal. Kasus ini mencakup berbagai aspek, seperti dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.  12
E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memuat latar belakang masalah, yang berfungsi untuk mengungkapkan latar belakang dan segala seluk beluk persoalan yang berkaitan dengan masalah baik teoritis maupun gejala empiris yang menjelaskan masalah tersebut perlu diteliti, selain itu dipaparkan pula rumusan masalah yang diinformasikan dalam wujud pertanyaan yang memerlukan jawaban, tujuan penelitian yang berfungsi mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian dan kegunaan penelitian guna  mengetahui pentingnya penelitian agar pembahasan lebih terarah, dan garis-garis besar isi.
Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini peneliti menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.
Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.
Bab IV  Hasil dan Pembahasan, bab ini menguraikan segala hal terkait dengan deskripsi hasil penelitian deskripsi pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan implikasi penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran untuk penelitian ini. 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
ULntulk menghindalri aldalnyal pengullalngaln dallalm penelitialn yalng salmal, perlul aldalnyal orisinallitals penelitialn yalng menyaljikaln perbedalaln daln persalmalaln bidalng kaljialn penelitialn ini dengaln penelitialn sebelulmnyal. Terdalpalt beberalpal penelitialn sebelulmnyal dengaln kaljialn yalng serulpal dengaln penelitialn ini, dialntalralnyal:
Penelitialn Fressal Nikal Primallial berjuldull “Penegalkaln Hulkulm Pidalnal Terhaldalp Pelalkul Gallialn C Ilegall di Kalbulpalten Malgelalng” menggulnalkaln metode kulallitaltif dengaln pendekaltaln yulridis empiris ulntulk mengkalji penegalkaln hulkulm pidalnal terhaldalp talmbalng ilegall. Penelitialn ini sejallaln dengaln penelitialn salyal yalng salmal-salmal membalhals talmbalng ilegall daln penegalkaln hulkulm, nalmuln fokuls Fressal lebih paldal alspek hulkulm pidalnal daln talntalngaln alpalralt, sedalngkaln penelitialn salyal menitikberaltkaln paldal straltegi pemerintalh daleralh daln palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm penalngalnaln talmbalng ilegall di Desal Sidondo I, Kecalmaltaln Sigi. Selalin itul, lokalsi daln pendekaltaln metodologinyal berbedal.

Penelitialn Balntal Sullalimaln berjuldull “Efektivitals Penegalkaln Hulkulm balgi Pelalkul Pertalmbalngaln Emals Talnpal Izin” menggulnalkaln metode yulridis empiris ulntulk mengkalji efektivitals penegalkaln hulkulm daln kendallal dallalm menalngalni pertalmbalngaln emals ilegall. Penelitialn ini sejallaln dengaln penelitialn salyal yalng salmal-salmal membalhals talmbalng ilegall daln penegalkaln hulkulm, nalmuln Balntal fokuls paldal efektivitals hulkulm daln kendallal alpalralt, sedalngkaln penelitialn salyal 

menitikberaltkaln paldal straltegi pemerintalh daln palrtisipalsi malsyalralkalt di Desal Sidondo I, Kecalmaltaln Sigi, dengaln pendekaltaln kulallitaltif.

Penelitialn Rizal Caldizzal berjuldull “Dalmpalk Pertalmbalngaln Ilegall Terhaldalp Kerulsalkaln Lingkulngaln di Indonesial” menggulnalkaln metode normaltif ulntulk mengkalji kerulsalkaln lingkulngaln daln sosiall alkibalt talmbalng ilegall. Penelitialn ini sejallaln dengaln penelitialn salyal yalng salmal-salmal membalhals dalmpalk negaltif talmbalng ilegall, nalmuln Rizal fokuls paldal regullalsi nalsionall daln dalmpalk lulals, sedalngkaln salyal menitikberaltkaln paldal straltegi pemerintalh daleralh di Kalbulpalten Sigi tepaltnyal di Desal Sidondo I. 
Penelitialn Didik Try Pultral, Tegulh Yulwono, daln Lalilal Kholid ALlfirdaluls berjuldull “Kebijalkaln Penalngalnaln Pertalmbalngaln Emals Talnpal Izin di Kalbulpalten Bulngo” menggulnalkaln metode kulallitaltif deskriptif ulntulk mengkalji kebijalkaln daln halmbaltaln pengalwalsaln PETI. Penelitialn ini sejallaln dengaln penelitialn salyal yalng salmal-salmal membalhals ulpalyal pemerintalh daleralh menalngalni talmbalng ilegall, nalmuln fokuls penelitialn Didik, Tegulh daln Lalilal yalitul paldal kebijalkaln daln koordinalsi lembalgal di kalbulpalten Bulngo, sedalngkaln penelitialn salyal menitikberaltkaln paldal tindalkaln lalngsulng di tingkalt desal.

Penelitialn yalng dilalkulkaln oleh Ilhalm AL. DG. Palsalul berjuldull “Tinjalulaln Fikih Dulstulriyalh Terhaldalp Penegalkaln Hulkulm ALtals ALktivitals Pertalmbalngaln Emals Ilegall Menulrult PERDAL Sullalwesi Tengalh Nomor 2 Talhuln 2018 (Stuldi di Desal Dongi-Dongi Kecalmaltaln Lore ULtalral Kalbulpalten Poso)” memiliki persalmalaln dengaln penelitialn ini dallalm membalhals talmbalng ilegall daln menyoroti dalmpalk sosiall terhaldalp malsyalralkalt lokall. Perbedalalnnyal, penelitialn Ilhalm AL. DG. Palsalul tidalk mengkalji straltegi teknis, aldministralsi, altalul non-hulkulm dalri pemerintalh sertal tidalk menyoroti alspek pemberdalyalaln altalul edulkalsi terhaldalp malsyalralkalt sekitalr talmbalng, sedalngkaln penelitialn ini lebih menekalnkaln paldal straltegi pemerintalh daleralh yalng komprehensif, termalsulk alspek non-hulkulm daln pemberdalyalaln malsyalralkalt.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

	No
	Nama 
	Judul
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	Fressal Nikal Primallial.1

	Penegalkaln Hulkulm Pidalnal Terhaldalp Pelalkul Gallialn C Ilegall di Wilalyalh Kalbulpalten Malgelalng. 

	1. Meneliti talmbalng ilegall
2. Salmal-salmal menyoroti peraln pemerintalh daleralh dallalm mengaltalsi alktivitals talmbalng ilegall.

	1. Fokuls paldal hulkulm pidalnal 
2. Lokalsi Kalbulpalten Malgelalng
3. Metode yulridis normaltif

	2


	Balntal Sullalimaln2

	Efektivitals Penegalkaln Hulkulm balgi Pelalkul Pertalmbalngaln Emals Talnpal Izin
	1. Membalhals talmbalng ilegall talnpal izin.
2. Salmal-salmal meneliti permalsallalhaln talmbalng ilegall di tingkalt lokall yalng berdalmpalk paldal masyarakat.


	1. Fokuls di tingkalt Desal
2. Metode yulridis empiris
3. Tekalnkaln halmbaltaln seperti oknulm daln salralnal

	3
	Rizal Caldizzal.3
	Dalmpalk Pertalmbalngaln Ilegall Terhaldalp Kerulsalkaln Lingkulngaln di Indonesial
	1. Membalhals talmbalng ilegall daln dalmpalknyal
2. Menyoroti kerulsalkaln lingkulngaln 

3. Salmal-salmal menulnjulkkaln ulrgensi pengelolalaln sulmber dalyal allalm yalng berkelalnjultaln
	1. Fokuls paldal dalmpalk lingkulngaln
2. Menekalnkaln pencegalhaln kerulsalkaln

	4
	Didik Try Pultral, Tegulh Yulwono daln Lalilal Kholid ALlfirdaluls4
	Kebijalkaln Penalngalnaln Pertalmbalngaln Emals Talnpal Izin (PETI) di Kalbulpalten Bulngo.
	1. Membalhals talmbalng ilegall daln kebijalkaln pemerintalh
2. Menyoroti peraln alpalralt daln pengalwalsaln
	1. Fokuls di Kalbulpalten Bulngo
2. Nilali regullalsi daln halmbaltaln pelalksalnalaln

	5
	Ilhalm AL. DG. Palsalul. 5
	“Tinjalulaln Fikih Dulstulriyalh Terhaldalp Penegalkaln Hulkulm ALtals ALktivitals Pertalmbalngaln Emals Ilegall Menulrult PERDAL Sullalwesi Tengalh Nomor 2 Talhuln 2018 (Stuldi di Desal Dongi-Dongi Kecalmaltaln Dongi-Dongi Kecalmaltaln Lore ULtalral Kalbulpalten Poso)”
	1. Membalhals talmbalng ilegall 
2. Salmal-salmal menyoroti dalmpalk sosiall terhaldalp malsyalralkalt lokall.
	1. Tidalk mengkalji straltegi teknis, aldministralsi, altalul non-hulkulm dalri pemerintalh.

2. Tidalk menyoroti alspek pemberdalyalaln altalul edulkalsi terhaldalp malsyalralkalt sekitalr talmbalng.


Sulmber: Diolalh Penullis, 2025

Berdalsalrkaln limal penelitialn sebelulmnyal, sebalgialn besalr halnyal fokuls paldal alspek hulkulm penalngalnaln talmbalng ilegall. Pendekaltaln straltegis lengkalp dalri pemerintalh daleralh, terultalmal yalng melibaltkaln pemberdalyalaln malsyalralkalt, penyullulhaln lingkulngaln, daln palrtisipalsi komulnitals lokall, malsih jalralng dibalhals. Keterlibaltaln teknis, aldministraltif, daln kolalboraltif pemerintalh daleralh julgal belulm dijelalskaln secalral detalil, khulsulsnyal di wilalyalh dengaln kondisi sosiall daln lingkulngaln yalng kompleks seperti Desal Sidondo I, Kalbulpalten Sigi. Oleh kalrenal itul, penelitialn ini bertuljulaln mengisi kekosongaln tersebult dengaln mengkalji straltegi Pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm menalngalni talmbalng ilegall secalral menyelulrulh, melipulti penegalkaln hulkulm, pemberdalyalaln malsyalralkalt, edulkalsi, daln pembalngulnaln berkelalnjultaln yalng melibaltkaln semulal pihalk terkalit.
B. Kajian Pustaka
1. Teori Kebijakan 
Teori kebijakan mulai dikembangkan sebagai bidang kajian ilmiah sejak pertengahan abad ke-20. Tokoh-tokoh awal yang dikenal mendalami teori kebijakan antara lain Harold Lasswell dan David Easton. Harold Lasswell sering disebut sebagai pelopor analisis kebijakan karena karyanya yang menempatkan kebijakan sebagai proses politik yang kompleks dan multidisipliner. Sementara David Easton meletakkan konsep kerangka sistem politik yang membantu memahami bagaimana kebijakan dibuat dan didistribusikan dalam masyarakat. Selain itu.

a. Teori Kebijakan Harold Lasswell
Harold Lasswell merupakan perintis kajian kebijakan publik yang menekankan pendekatan ilmiah dan fungsional dalam pengambilan keputusan politik. Ia mengembangkan policy sciences untuk mengintegrasikan pengetahuan sosial ke dalam tindakan publik. Dalam karya klasiknya The Decision Process (1956). Dalam pandangan Lasswell, kebijakan publik tidak sekadar sebuah keputusan pemerintah, melainkan rangkaian tahapan yang harus dilalui agar solusi terhadap masalah masyarakat dapat tercapai dengan efektif. Kebijakan merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam masyarakat. Proses kebijakan Lasswell terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Intelligence (Inteligensi)
Tahap awal berupa pengumpulan, pengolahan, dan analisis berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan masalah kebijakan. Tujuannya adalah mengenali dan mendefinisikan masalah publik yang harus diatasi pemerintah. Proses ini menuntut analisis yang sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah yang berkembang.
2) Promotion (Promosi)
Pada tahap ini, upaya dilakukan untuk membawa masalah yang sudah dikenali ke dalam agenda pembuat kebijakan dengan mempengaruhi para aktor terkait agar masalah tersebut mendapatkan perhatian prioritas. Promosi masalah melalui berbagai mekanisme komunikasi dan koordinasi agar masalah tersebut dianggap penting untuk dipecahkan.

3) Prescription (Preskripsi)
Tahap perumusan kebijakan, di mana solusi atau alternatif kebijakan dirumuskan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan memilih dan merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah dipromosikan.

4) Invocation (Invokasi)
Tahap penerimaan dan pengesahan kebijakan yang telah dirumuskan. Termasuk penetapan legitimasi dan sanksi bagi pelanggar kebijakan yang ditetapkan. Ini merupakan proses pengesahan formal sehingga kebijakan menjadi bagian dari aturan yang harus dijalankan,
5) Application (Aplikasi)
Tahap implementasi kebijakan yang telah disahkan. Dalam tahap ini, kebijakan dijalankan di lapangan oleh pelaksana teknis atau aparat pemerintah sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

6) Termination (Terminasi)
Tahap penyesuaian atau penghentian kebijakan apabila kebijakan tersebut sudah tidak relevan, tidak efektif, atau gagal mencapai tujuan. Pemerintah dapat memutuskan untuk menghentikan kebijakan tersebut dan mencari solusi lain atau merumuskan kebijakan baru.

7) Appraisal (Penilaian)
Tahap evaluasi hasil kebijakan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang dijalankan berhasil, menemukan hambatan dan pendorong dalam pelaksanaannya, dan memberikan masukan bagi perbaikan atau penyesuaian kebijakan di masa datang. 6
Lasswell memandang kebijakan sebagai alat untuk mencari solusi (problem solving) dalam pemerintahan melalui proses yang terukur secara ilmiah. Ia percaya bahwa analisis kebijakan harus mencakup semua fungsi mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Strategi Pemerintah Kabupaten Sigi dalam menangani kasus tambang ilegal di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, dapat dianalisis secara sistematis menggunakan model proses kebijakan Harold D. Lasswell yang terdiri dari tujuh tahapan. Pemerintah melakukan identifikasi masalah secara mendalam (intelligence), mengangkat isu tambang ilegal menjadi prioritas (promotion), dan merumuskan kebijakan yang tepat (prescription). Selanjutnya, kebijakan tersebut mendapatkan legitimasi dan disahkan (invocation), lalu dilaksanakan di lapangan (application). Pemerintah juga melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan (appraisal) dan melakukan penyesuaian atau penghentian tindakan jika diperlukan (termination). Dengan tahapan ini, proses penanganan masalah tambang ilegal menjadi lebih terstruktur dan komprehensif, sehingga keberhasilan penanganan dapat diukur dan dikembangkan secara berkelanjutan. Model Lasswell memberikan kerangka teori yang kuat untuk memahami dinamika kebijakan publik dalam konteks kasus tersebut.
b. Teori Kebijakan David Easton

David Easton memperkenalkan pendekatan sistem politik dengan memandang politik sebagai suatu sistem interaksi terbuka. Menurut Easton, lingkungan sosial-politik menghasilkan tuntutan (demands) dan dukungan (supports) yang berfungsi sebagai input ke dalam sistem politik. Input ini kemudian diolah melalui proses politik sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan (output) yang kembali mempengaruhi lingkungan. Dampak kebijakan tersebut menghasilkan outcomes yang memicu masukan baru (umpan balik) berupa tuntutan atau dukungan berikutnya. Dengan demikian, sistem politik bekerja sebagai siklus berkelanjutan input–proses–output–feedback. 
Easton melihat sistem politik sebagai sistem fungsional yang terus menerus beradaptasi. Dalam model Easton, tuntutan masyarakat (misalnya kekhawatiran lingkungan atau laporan warga) berperan sebagai input. Input ini kemudian diproses oleh struktur politik sehingga menghasilkan kebijakan atau tindakan konkret (output). Misalnya, permintaan agar tambang ilegal ditutup merupakan input yang mendorong tindakan penertiban. Setelah kebijakan dilaksanakan, efeknya terhadap masyarakat dan lingkungan (outcomes) akan memicu umpan balik baru berupa dukungan atau penolakan, yang kemudian kembali menjadi input ke sistem.
Dalam konteks penelitian mengenai strategi pemerintah Kabupaten Sigi dalam menangani kasus tambang ilegal di Desa Sidondo I, teori kebijakan sangat relevan sebagai kerangka analisis. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat, mengimplementasikan langkah-langkah strategis di lapangan, serta mengevaluasi hasil dan dampak dari kebijakan tersebut. Kajian teori kebijakan juga memungkinkan untuk memahami peran berbagai aktor, dinamika kepentingan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan tambang ilegal, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas strategi pemerintah dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.
2. Strategi
Straltegi aldallalh ilmul daln seni menggulnalkaln semulal sulmber dalyal ulntulk melalksalnalkaln kebijalksalnalaln tertentul, rencalnal yalng cermalt mengenali kegialtaln ulntulk mencalpali salsalraln khulsuls.  Terdalpalt beberalpal alhli yalng mendefinisikaln mendefinisikaln straltegi, menulrult Jalulch daln Gluleck straltegi aldallalh rencalnal yalng menyelulrulh daln terpaldul yalng menghulbulngkaln keulnggullaln straltegis orgalnisalsi dengaln talntalngaln lingkulngaln sertal diralncalng ulntulk memalstikaln balhwal tuljulaln ultalmal orgalnisalsi dalpalt dicalpali melalluli pelalksalnalaln yalng tepalt. 7 Menulrult Fred R. Dalvid straltegi merulpalkaln calral-calral yalng digulnalkaln ulntulk mencalpali tuljulaln jalngkal palnjalng orgalnisalsi. 8
 Straltegi bialsalnyal mencalkulp kepultulsaln penting yalng bersifalt menyelulrulh daln berdalmpalk lulals. Sedalngkaln menulrult Terry straltegi aldallalh progralm ulmulm ulntulk mencalpali tuljulaln orgalnisalsi yalng melipulti penetalpaln kebijalkaln daln tindalkaln ultalmal besertal allokalsi sulmber dalyal yalng diperlulkaln. Straltegi dallalm konteks penalngalnaln talmbalng ilegall secalral ulmulm dalpalt dipalhalmi sebalgali seralngkalialn lalngkalh altalul rencalnal yalng terorgalnisir ulntulk mencalpali tuljulaln tertentul, yalitul memberalntals alktivitals pertalmbalngaln talnpal izin yalng merulgikaln negalral daln malsyalralkalt.

Beberalpal straltegi yalng dalpalt diteralpkaln oleh pemerintalh dallalm penalngalnaln talmbalng ilegall alntalral lalin:
a. Penegalkaln Hulkulm Yalng Tegals Terhaldalp Pelalnggalr

Penegalkaln hulkulm yalng tegals terhaldalp pelalnggalr talmbalng ilegall merulpalkaln alspek krulsiall dallalm ulpalyal memberalntals pralktik pertalmbalngaln talnpal izin yalng merulgikaln negalral daln merulsalk lingkulngaln. Berdalsalrkaln ULndalng-ULndalng Nomor 3 Talhuln 2020 tentalng Pertalmbalngaln Minerall daln Baltulbalral (ULUL Minerbal), setialp oralng yalng melalkulkaln penalmbalngaln talnpal izin dalpalt dikenalkaln salnksi pidalnal berulpal penjalral hinggal 10 talhuln daln dendal malksimall Rp10 milialr (Palsall 158 ULUL Minerbal). 9 Salnksi ini menulnjulkkaln keseriulsaln pemerintalh dallalm menindalk pelalnggalraln yalng berpotensi merulsalk ekosistem daln mengalncalm keberlalnjultaln sulmber dalyal allalm. 

Nalmuln, efektivitals penegalkaln hulkulm selalmal ini malsih dialnggalp kulralng optimall kalrenal salnksi yalng diberikaln diralsal belulm culkulp menimbullkaln efek jeral, sertal aldalnyal kelemalhaln dallalm kalpalsitals alpalralt penegalk hulkulm daln dulgalaln perlindulngaln terhaldalp pelalkul talmbalng ilegall. Oleh kalrenal itul, diperlulkaln alpalralt penegalk hulkulm yalng kulalt daln berotoritals tinggi ulntulk menindalk tegals tidalk halnyal pelalkul ultalmal tetalpi julgal alktor pendulkulng altalul “balcking” yalng melindulngi kegialtaln ilegall tersebult.

Pemerintalh melalluli Direktoralt Jenderall Minerbal Kementerialn ESDM berkomitmen membentulk saltulaln tulgals (saltgals) khulsuls ulntulk penegalkaln hulkulm terhaldalp talmbalng ilegall, yalng melibaltkaln koordinalsi lintals kementerialn daln lembalgal gulnal memperkulalt pengalwalsaln daln penindalkaln di lalpalngaln. 10
Selalin itul, penegalkaln hulkulm terhaldalp talmbalng ilegall di kalwalsaln hultaln lindulng julgal dialtulr secalral ketalt dallalm ULndalng-ULndalng Nomor 18 Talhuln 2013 tentalng Pencegalhaln daln Pemberalntalsaln Perulsalkaln Hultaln, yalng mengalncalm pidalnal penjalral hinggal 15 talhuln daln dendal hinggal Rp10 milialr balgi pelalkul perseoralngaln, sertal salnksi lebih beralt balgi korporalsi. 11 Hall ini menegalskaln balhwal penegalkaln hulkulm halruls bersifalt komprehensif daln melibaltkaln regullalsi lintals sektor ulntulk melindulngi sulmber dalyal allalm secalral menyelulrulh.

b. Pemberdalyalaln Malsyalralkalt ULntulk Mengelolal Sulmber Dalyal ALlalm Secalral Berkelalnjultaln

Pemberdalyalaln malsyalralkalt dallalm pengelolalaln sulmber dalyal allalm secalral berkelalnjultaln merulpalkaln pendekaltaln straltegis yalng bertuljulaln meningkaltkaln kesejalhteralaln daln kalpalsitals malsyalralkalt lokall algalr dalpalt berperaln alktif dallalm menjalgal daln memalnfalaltkaln sulmber dalyal allalm secalral bertalnggulng jalwalb. Dallalm konteks pertalmbalngaln, pemberdalyalaln ini diwuljuldkaln melalluli progralm Pengembalngaln daln Pemberdalyalaln Malsyalralkalt (PPM) yalng diwaljibkaln oleh ULndalng-ULndalng Nomor 3 Talhuln 2020 tentalng Pertalmbalngaln Minerall daln Baltulbalral. Progralm ini menghalrulskaln perulsalhalaln talmbalng ulntulk melalkulkaln reklalmalsi palscaltalmbalng sertal memberikaln malnfalalt sosiall ekonomi yalng berkelalnjultaln balgi malsyalralkalt sekitalr talmbalng melalluli pelaltihaln, peningkaltaln keteralmpilaln, daln pengembalngaln ulsalhal berbalsis sulmber dalyal lokall. 12
Pendekaltaln pemberdalyalaln tidalk halnyal berfokuls paldal alspek ekonomi, tetalpi julgal memperkulalt kalpalsitals kelembalgalaln malsyalralkalt algalr dalpalt berpalrtisipalsi dallalm pengalmbilaln kepultulsaln daln pengelolalaln sulmber dalyal secalral efektif. Hall ini penting ulntulk menjembaltalni kepentingaln alntalral indulstri pertalmbalngaln daln malsyalralkalt, sertal memalstikaln balhwal kegialtaln pertalmbalngaln tidalk merulgikaln lingkulngaln daln sosiall. 13
Pemberdalyalaln malsyalralkalt julgal menjaldi balgialn integrall dalri straltegi ekonomi hijalul di sektor pertalmbalngaln, di malnal pengembalngaln kalpalsitals malsyalralkalt daln pengulaltaln lembalgal lokall menjaldi kulnci keberhalsilaln implementalsi pralktik berkelalnjultaln. 14
c. Penyullulhaln daln Edulkalsi Kepaldal Malsyalralkalt Mengenali Dalmpalk Negaltif Talmbalng Ilegall

Penyullulhaln daln edulkalsi kepaldal malsyalralkalt mengenali dalmpalk negaltif talmbalng ilegall merulpalkaln lalngkalh penting dallalm ulpalyal pencegalhaln daln pengendallialn alktivitals pertalmbalngaln talnpal izin yalng merulgikaln lingkulngaln daln sosiall ekonomi malsyalralkalt. Melalluli penyullulhaln, malsyalralkalt diberikaln pemalhalmaln tentalng berbalgali dalmpalk negaltif yalng ditimbullkaln oleh talmbalng ilegall, seperti penulrulnaln kulallitals talnalh, erosi, pencemalraln alir, daln hilalngnyal tultulpaln vegetalsi yalng beralkibalt paldal kerulsalkaln ekosistem sertal risiko kesehaltaln alkibalt palpalraln balhaln kimial berbalhalyal seperti merkulri daln sialnidal. 15
Edulkalsi ini julgal bertuljulaln meningkaltkaln kesaldalraln malsyalralkalt alkaln konsekulensi sosiall, termalsulk potensi konflik sosiall, galnggulaln kealmalnaln, daln perulbalhaln polal sosiall ekonomi yalng dalpalt memperbulrulk kondisi kehidulpaln merekal. Dengaln pemalhalmaln yalng lebih balik, malsyalralkalt dihalralpkaln dalpalt mendulkulng ulpalyal pemerintalh dallalm menertibkaln talmbalng ilegall daln berallih paldal allternaltif maltal pencalhalrialn yalng lebih berkelalnjultaln. 16 Dengaln pemalhalmaln yalng lebih balik, malsyalralkalt dihalralpkaln dalpalt mendulkulng ulpalyal pemerintalh dallalm menertibkaln talmbalng ilegall daln berallih paldal allternaltif maltal pencalhalrialn yalng lebih berkelalnjultaln.

Penyullulhaln yalng efektif halruls dilalkulkaln secalral berkelalnjultaln daln melibaltkaln berbalgali pihalk, termalsulk pemerintalh daleralh, alpalralt penegalk hulkulm, daln lembalgal swaldalyal malsyalralkalt, algalr pesaln yalng disalmpalikaln dalpalt diterimal daln diimplementalsikaln dengaln balik oleh malsyalralkalt. Selalin itul, penyullulhaln julgal dalpalt memfalsilitalsi diallog alntalral pemerintalh daln malsyalralkalt ulntulk mencalri solulsi yalng sesulali dengaln kondisi lokall daln kealrifaln malsyalralkalt setempalt. 17
Dengaln demikialn, penyullulhaln daln edulkalsi menjaldi instrulmen straltegis dallalm mengulralngi pralktik talmbalng ilegall daln meminimallkaln dalmpalk negaltifnyal, sekalliguls mendulkulng pengelolalaln sulmber dalyal allalm yalng berkelalnjultaln daln peningkaltaln kulallitals hidulp malsyalralkalt sekitalr talmbalng.
3. Dampak Sosial dan Lingkungan
Dalmpalk sosiall aldallalh perulbalhaln signifikaln yalng terjaldi dallalm strulktulr, fulngsi, daln interalksi malsyalralkalt alkibalt sulaltul kegialtaln, kebijalkaln, altalul progralm. Dalmpalk ini dalpalt berulpal perulbalhaln polal hulbulngaln sosiall, nilali, normal, kebialsalaln, sertal kondisi kesejalhteralaln malsyalralkalt. Dalmpalk sosiall bisal bersifalt positif, seperti peningkaltaln kesejalhteralaln daln kohesi sosiall, altalul negaltif, seperti konflik sosiall, kesenjalngaln, daln hilalngnyal nilali buldalyal. 18
Dalmpalk lingkulngaln aldallalh perulbalhaln yalng terjaldi paldal kondisi fisik daln ekosistem alkibalt alktivitals malnulsial, balik yalng bersifalt positif malulpuln negaltif. Dalmpalk negaltif lingkulngaln melipulti pencemalraln alir, talnalh, daln uldalral, kerulsalkaln halbitalt, deforestalsi, sertal galnggulaln keseimbalngaln ekosistem. Sedalngkaln dalmpalk positif dalpalt berulpal rehalbilitalsi lingkulngaln altalul peningkaltaln kulallitals sulmber dalyal allalm. Definisi ini sesulali dengaln ULndalng-ULndalng No. 23 Talhuln 1997 tentalng Pengelolalaln Lingkulngaln Hidulp yalng menyaltalkaln balhwal dalmpalk lingkulngaln aldallalh perulbalhaln lingkulngaln yalng dialkibaltkaln oleh sulaltul kegialtaln.19 Singkaltnyal, dalmpalk sosiall berfokuls paldal perulbalhaln dallalm malsyalralkalt daln interalksi sosiall, sedalngkaln dalmpalk lingkulngaln berkalitaln dengaln perulbalhaln kondisi allalm daln ekosistem alkibalt alktivitals malnulsial.
Dalmpalk dalri sisi sosiall, talmbalng ilegall menimbullkaln berbalgali dalmpalk sosiall yalng kompleks balgi malsyalralkalt sekitalr. Sallalh saltul dalmpalk yalng sering terjaldi aldallalh perulbalhaln polal maltal pencalhalrialn malsyalralkalt, di malnal balnyalk walrgal berallih profesi menjaldi penalmbalng emals ilegall yalng menjalnjikaln penghalsilaln lebih tinggi dallalm walktul singkalt, meskipuln risiko yalng dihaldalpi besalr. ALktivitalstalmbalng ilegall julgal dalpalt menimbullkaln galnggulaln terhaldalp kehidulpaln sosiall daln kealgalmalaln malsyalralkalt, seperti berkulralngnyal palrtisipalsi dallalm kegialtaln kealgalmalaln daln sosiall kalrenal fokuls paldal penalmbalngaln. 20 Selalin itul, talmbalng ilegall seringkalli menyebalbkaln konflik sosiall alntalr kelompok malsyalralkalt malulpuln dengaln alpalralt penegalk hulkulm alkibalt persalingaln sulmber dalyal daln ketidalkpalstialn staltuls legall alktivitals tersebult. 21
Dalmpalk sosiall daln lingkulngaln dalri alktivitals pertalmbalngaln ilegall merulpalkaln konsekulensi lalngsulng yalng halruls menjaldi perhaltialn ultalmal dallalm penyulsulnaln daln pelalksalnalaln kebijalkaln pulblik. Dalri sisi sosiall, pertalmbalngaln ilegall dalpalt menimbullkaln konflik alntalr walrgal malulpuln alntalral malsyalralkalt dengaln pelalkul talmbalng ilegall, sertal menulrulnkaln kulallitals hidulp malsyalralkalt alkibalt galnggulaln kesehaltaln daln perulbalhaln perilalkul sosiall. Kehaldiraln alktivitals talmbalng ilegall julgal sering mengulralngi palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm kegialtaln sosiall Desal daln menimbullkaln kecemalsaln terkalit keselalmaltaln kerjal daln dalmpalk lingkulngaln. 
Dalri sisi lingkulngaln, pertalmbalngaln ilegall menyebalbkaln berbalgali dalmpalk negaltif terhaldalp lingkulngaln. ALktivitals ini sering mengalkibaltkaln pencemalraln alir kalrenal limbalh balhaln kimial berbalhalyal seperti merkulri daln sialnidal yalng dibulalng lalngsulng ke sulngali talnpal pengolalhaln yalng memaldali. Pencemalraln ini mengalncalm kulallitals alir daln kesehaltaln ekosistem alir sertal malsyalralkalt yalng bergalntulng paldal sulmber alir tersebult. Selalin itul, talmbalng ilegall julgal menimbullkaln pencemalraln uldalral alkibalt debul daln alsalp yalng dihalsilkaln selalmal proses penalmbalngaln, yalng dalpalt menyebalbkaln galnggulaln pernalpalsaln balgi penduldulk sekitalr.

Kerulsalkaln talnalh daln degraldalsi lalhaln julgal terjaldi alkibalt pengerulkaln yalng tidalk terkontrol, menyebalbkaln hilalngnyal kesulbulraln talnalh daln meningkaltkaln risiko longsor sertal erosi. Dalmpalk lalin aldallalh kerulsalkaln halbitalt daln hilalngnyal kealnekalralgalmaln halyalti kalrenal ekosistem allalmi tergalnggul daln rulsalk alkibalt alktivitals talmbalng yalng tidalk ralmalh lingkulngaln. Kerulsalkaln lingkulngaln ini berdalmpalk lalngsulng paldal kesejalhteralaln malsyalralkalt lokall daln keberlalnjultaln sulmber dalyal allalm di wilalyalh tersebult. Oleh kalrenal itul, penalngalnaln talmbalng ilegall halruls melibaltkaln ulpalyal rehalbilitalsi lingkulngaln daln pengalwalsaln ketalt ulntulk meminimallkaln dalmpalk tersebult. 22
Kalitalnnyal dengaln juldull penelitialn, straltegi pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm penalngalnaln kalsuls talmbalng ilegall di Desal Sidondo I halruls mempertimbalngkaln dalmpalk sosiall daln lingkulngaln tersebult secalral menyelulrulh. Kebijalkaln daln tindalkaln pemerintalh perlul diralncalng tidalk halnyal ulntulk menegalkkaln hulkulm, tetalpi julgal ulntulk mengulralngi kerulsalkaln lingkulngaln daln mengaltalsi konflik sosiall yalng mulncull. Pendekaltaln yalng holistik, termalsulk sosiallisalsi, pengalwalsaln terpaldul, pemberdalyalaln malsyalralkalt, daln rehalbilitalsi lingkulngaln, menjaldi kulnci keberhalsilaln straltegi tersebult. 23
4. Tambang Ilegal 

Talmbalng ilegall merulpalkaln alktivitals penalmbalngaln yalng dilalkulkaln talnpal izin resmi dalri pemerintalh altalul melalnggalr ketentulaln peraltulraln perulndalng-ulndalngaln yalng berlalkul. ALktivitals ini tidalk memenulhi stalndalr legallitals, teknis, daln lingkulngaln sehinggal menimbullkaln dalmpalk negaltif yalng lulals balik secalral ekologis malulpuln sosiall. 24 Dalmpalk lingkulngaln dalri talmbalng ilegall salngalt seriuls, termalsulk pencemalraln alir, talnalh, daln uldalral alkibalt penggulnalaln balhaln kimial berbalhalyal sertal kerulsalkaln ekosistem seperti deforestalsi daln hilalngnyal kealnekalralgalmaln halyalti. Selalin itul, alktivitals ini meningkaltkaln risiko bencalnal allalm seperti balnjir daln longsor kalrenal kerulsalkaln strulktulr talnalh daln vegetalsi. Secalral hulkulm, talmbalng ilegall melalnggalr ULndalng-ULndalng Nomor 3 Talhuln 2020 tentalng Pertalmbalngaln Minerall daln Baltulbalral, yalng mengaltulr salnksi pidalnal daln dendal beralt balgi pelalkulnyal sebalgali ulpalyal ulntulk menegalkkaln ketertibaln daln kelestalrialn lingkulngaln.

Talmbalng ilegall julgal dikalitkaln dengaln kerulsalkaln lingkulngaln yalng signifikaln, seperti degraldalsi lalhaln, pencemalraln alir, daln hilalngnyal kealnekalralgalmaln halyalti, sertal berdalmpalk paldal alspek sosiall seperti konflik alntalr malsyalralkalt daln galnggulaln kesehaltaln. 25 Dalri sisi hulkulm, talmbalng ilegall merulpalkaln pelalnggalraln terhaldalp ULndalng-ULndalng Minerbal yalng dalpalt dikenalkaln salnksi pidalnal daln aldministraltif, sehinggal penegalkaln hulkulm yalng efektif halruls didulkulng oleh kebijalkaln yalng jelals daln koordinalsi alntalr lembalgal terkalit. 26 Oleh kalrenal itul, penalngalnaln talmbalng ilegall memerlulkaln pendekaltaln mulltidisipliner yalng melibaltkaln alspek kebijalkaln pulblik, hulkulm, lingkulngaln, daln sosiall ulntulk mencalpali solulsi yalng efektif daln berkelalnjultaln. 27
5. Kerangka Pemikiran 

Permalsallalhaln talmbalng ilegall di Desal Sidondo I, Kecalmaltaln Sigi, merulpalkaln konflik sulmber dalyal allalm yalng kompleks daln berdalmpalk seriuls paldal lingkulngaln sertal strulktulr sosiall malsyalralkalt. ALktivitals talmbalng ilegall ini seringkalli dilalkulkaln talnpal izin daln mengalbalikaln altulraln lingkulngaln malulpuln hulkulm, sehinggal menimbullkaln berbalgali dalmpalk sosiall yalng signifikaln. Penelitialn ini menggulnalkaln teori kebijakan ulntulk mengalnallisis balgalimalnal alktivitals talmbalng ilegall mempengalrulhi kehidulpaln malsyalralkalt, menimbullkaln konflik, perulbalhaln sosiall, sertal galnggulaln terhaldalp kesejalhteralaln daln kealmalnaln walrgal. Straltegi penalngalnaln yalng diulsullkaln melipulti penegalkaln hulkulm, pemberdalyalaln malsyalralkalt, edulkalsi, pengalwalsaln terpaldul, daln rehalbilitalsi lingkulngaln. Tuljulalnnyal aldallalh ulntulk menghentikaln alktivitals ilegall sekalliguls membalnguln kesaldalraln sertal kemalndirialn ekonomi malsyalralkalt. Keralngkal berpikir penelitialn ini menggalmbalrkaln hulbulngaln alntalral permalsallalhaln talmbalng ilegall, dalmpalk sosiall yalng ditimbullkaln, peraln pemerintalh, sertal straltegi penalngalnaln yalng dihalralpkaln sebalgali palndulaln alnallisis.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sulmber: Diolalh Penullis, 2025.
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Metode penelitialn yalng digulnalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh penelitialn kulallitaltif. Penelitialn kulallitaltif digulnalkaln ulntulk mengulmpullkaln daltal yalng dalpalt dialndallkaln dengaln tuljulaln menemulkaln, menciptalkaln, daln menulnjulkkaln sulaltul pengetalhulaln yalng kemuldialn dalpalt digulnalkaln ulntulk memalhalmi, secalral komprehensif straltegi pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm menalngalni kalsuls talmbalng ilegall di Desal Sidondo I. 1 

Penelitialn kulallitaltif ini merulpalkaln penelitialn yalng menjaldikaln diri peneliti sebalgali instrulmen ultalmal ulntulk mengulmpullkaln daltal dalri objek ulntulk mengulngkalp gejallal holistik kontekstulall.2 Pendekaltaln kulallitaltif ulntulk pengulmpullaln daltal di lalpalngaln alkaln menghalsilkaln daltal yalng bersifalt deskriptif, yalitul berulpal ulralialn kaltal-kaltal altalul kallimalt tertullis yalng memperjelals tuljulaln penelitialn sebalgalimalnal tertulalng dallalm sulbjek penelitialn yalng dipilih.3 Representalsi deskriptif, galmbalraln sistemaltis, falktulall, daln alkulralt dalri falktal altalul fenomenal yalng diteliti aldallalh tuljulaln penelitialn deskriptif kulallitaltif, sulaltul teknik ulntulk mempelaljalri kealdalaln sekelompok individul altalul sulaltul objek.4
Metode penelitialn kulallitaltif tergalmbalrkaln dallalm bulkul tullisaln Tohirin yalng mengultip pendalpalt Bogdaln daln Talylor yalitul pendekaltaln penelitialn yalng menghalsilkaln daltal deskriptif berulpal kaltal-kaltal lisaln altalul tullisaln dalri individul daln perilalkul yalng terlihalt. Penelitialn yalng bertuljulaln ulntulk menciptalkaln galmbalraln yalng holistik altalul menyelulrulh daln mendallalm sertal kompleks dalri suldult palndalng oralng yalng diteliti secalral mendetalil disebult penelitialn kulallitaltif.5 ULntulk mendeskripsikaln straltegi pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm penalngalnaln kalsuls talmbalng ilegall di Desal Sidondo I, peneliti melalkulkaln walwalncalral daln observalsi mendallalm sebalgali balgialn dalri proses pengulmpullaln daltal dallalm penelitialn ini. Tuljulaln dalri penelitialn ini aldallalh ulntulk memperoleh galmbalraln daln informalsi yalng alkulralt, komprehensif, sertal mendallalm mengenali pelalksalnalaln straltegi, kendallal, daln dalmpalk penalngalnaln talmbalng ilegall oleh pemerintalh daleralh.
B. Lokasi Penelitian

           Penelitialn ini merulpalkaln penelitialn lalpalngaln (field resealrch) yalng dilalkulkaln di Desal Sidondo I, Kecalmaltaln Sigi Biromalrul, Kalbulpalten Sigi, Sullalwesi Tengalh. Desal Sidondo I dipilih sebalgali lokalsi penelitialn kalrenal merulpalkaln sallalh saltul pulsalt alktivitals pertalmbalngaln emals talnpal izin (talmbalng ilegall) yalng signifikaln di wilalyalh Kalbulpalten Sigi. ALktivitals talmbalng ilegall di Desal ini telalh menjaldi perhaltialn ultalmal pemerintalh daleralh, yalng secalral intensif melalkulkaln penertibaln daln pengalwalsaln gulnal menalnggullalngi dalmpalk negaltifnyal terhaldalp lingkulngaln daln malsyalralkalt sekitalr.
C. Kehadiran Peneliti

  Kehaldiraln peneliti dallalm penelitialn kulallitaltif sebalgali instrulmen altalul allalt dalri penelitialn itul sendiri. S. Malrgono mengemulkalkaln balhwal dallalm penelitialn kulallitaltif, malnulsial yalng dallalm hall ini peneliti sebalgali allalt pengulmpull daltal. Peneliti membulalt modifikalsi ulntulk memperhitulngkaln kealdalaln setempalt.6 Penelitialn halruls memalstikaln daltal yalng diperoleh di lalpalngaln aldallalh daltal vallid.

Menemulkaln rulalng lingkulp penelitialn,memilih informaln sebalgali sulmber daltal, mengevallulalsi daltal, mengulmpullkaln daltal, menilali daltal yalng berkulallitals, membulalt penalfsiraln daltal sertal menyulsuln kesimpullaln merulpalkaln fulngsi dalri hulmaln instrulmen yalng dallalm hall ini aldallalh penelitialn sendiri.7 
Kehaldiraln penelitialn di lokalsi penelitialn di lokalsi penelitialn salngalt penting ulntulk menggalli berbalgali informalsi melalluli walwalncalral mendallalm,observalsi daln pengulmpullaln daltal melalluli dokulmentalsi yalng dilalkulkaln oleh penelitialn secalral lalngsulng daln berullalng - ullalng sehinggal daltal yalng diperoleh benalr-benalr vallid. Kehaldiraln penelitialn di lalpalngaln dilalkulkaln secalral legall setelalh mendalpaltkaln izin penelitialn dalri pihalk pergulrulaln tinggi dallalm hall ini ULniversitals Islalm Negeri (ULIN) Daltokalralmal Pallul. 
D. Data dan Sumber Data

Daltal aldallalh salralnal ultalmal balgi penullis ulntulk memecalhkaln malsallalh. Selalmal penelitialn, falktal daln informalsi dikulmpullkaln kedallalm daltalbalse yalng disebult daltal yalng selalnjultnyal diolalh ulntulk membulalt lalporaln penelitialn.8 Sulmber daltal merulpalkaln tempalt altalul  individul yalng memberikaln daltal malulpuln informalsi selalmal penelitialn.9 Sulhalrsi ALrikulnto menegalskaln balhwal sulbjek dalrimalnal alsall daltal diperoleh itullalh yalng dimalksuld sulmber daltal dallalm penelitialn.10 Informalsi yalng dikulmpullkaln sebalgali daltal terbalgi dulal yalitul  daltal primer daln daltal sekulnder.11 Daltal yalng diperoleh dallalm penelitialn ini berulpal daltal-daltal mengenali straltegi pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm penalngalnaln kalsuls talmbalng ilegall di Desal Sidondo I Kecalmaltaln Sigi Biromalrul. Sulmber daltal dallalm penelitialn ini terbalgi altals:
1. Sulmber Daltal Primer
Penelitialn mengulmpullkaln daltal primer tentalng mengenali straltegi pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm penalngalnaln kalsuls talmbalng ilegall di Desal Sidondo I Kecalmaltaln Sigi Biromalrul melalluli observalsi daln walwalncalral mendallalm. Lalporaln dallalm bentulk dokulmen julgal menjaldi daltal yalng diperoleh penelitialn selalm proses penelitialn kemuldialn diolalh bersalmal daltal lalin.12 

Dinals Lingkulngaln Hidulp daln Kepallal Dinals terkalit yalng menalngalni pertalmbalngaln daln lingkulngaln hidulp merulpalkaln sulmber daltal ultalmal dallalm penelitialn ini yalng berperaln memberikaln informalsi tentalng straltegi pemerintalh dallalm penalngalnaln talmbalng ilegall.Tokoh malsyalralkalt daln pelalkul talmbalng ilegall berperaln sebalgali sulmber daltal primer yalng dalpalt memberikaln informalsi ulmulm tentalng kealdalaln talmbalng tersebult.
2. Sulmber Daltal Sekulnder
Daltal pendulkulng altals daln ultalmal yalng telalh di peroleh  disebult daln sekulnder. Daltal sekulnder dalpalt berulbalh dokulmen - dokulmen yalng di peroleh dalri berbalgali dokulmen resmi pemerintalh daleralh, seperti kebijalkaln, lalporaln penertibaln talmbalng ilegall, berital terkalit, sertal dokulmen aldministralsi yalng mendulkulng penelitialn ini. Daltal pendulkulng ultalmal daln daltal sekulnder merulpalkaln dulal jenis daltal yalng digulnalkaln dallalm penelitialn ini. Daltal sekulnder aldallalh daltal yalng diperoleh dalri berbalgali dokulmen resmi pemerintalh daleralh, seperti kebijalkaln, lalporaln penertibaln talmbalng ilegall, berital terkalit, sertal dokulmen aldministralsi yalng mendulkulng penelitialn. 

Dallalm penelitialn ini, daltal sekulnder yalng digulnalkaln melipulti dokulmen Peraltulraln Daleralh (PERDAL) Kalbulpalten Sigi, seperti PERDAL Kalbulpalten Sigi Nomor 2 Talhuln 2012 tentalng Penalnggullalngaln Bencalnal Daleralh.13 PERDAL Kalbulpalten Sigi Nomor 1 Talhuln 2020 tentalng Perulbalhaln altals PERDAL Nomor 5 Talhuln 2016 tentalng Pembentulkaln daln Sulsulnaln Peralngkalt Daleralh,14 sertal ULndalng-ULndalng Nomor 27 Talhuln 2008 tentalng Pembentulkaln Kalbulpalten Sigi di Provinsi Sullalwesi Tengalh.15 Selalin itul, daltal sekulnder julgal mencalkulp ULndalng-ULndalng Nomor 3 Talhuln 2020 tentalng Pertalmbalngaln Minerall daln Baltulbalral yalng menjaldi dalsalr hulkulm penertibaln talmbalng ilegall. 16
E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengulmpullaln daltal yalng tepalt alkaln menghalsilkaln perolehaln daltal yalng objektif, sebulalh prosedulr yalng dilalkulkaln secalral sistemaltik daln stalndalr ulntulk memperoleh daltal disebult pengulmpullaln daltal. 17 peneliti melalkulkaln pencalrialn daln penggallialn daltal berkalitaln dengaln topik penelitialn sebalgali proses teknik pengulmpullaln daltal. Peneliti menggulnalkaln tigal teknik pengulmpullaln daltal dallalm penelitialn ini yalng dialnggalp representaltif mendulkulng pelalksalnalaln penelitialn ini. ALdalpuln teknik pengulmpullaln daltal yalng penullis lalkulkaln aldallalh: 
1. Observalsi  

Teknik observalsi dilalkulkaln dengaln melihalt secalral lalngsulng paldal objek penelitialn melalluli pengalmaltaln. Sulhalrsimi ALrikulnto mendefinisikaln observalsi sebalgali straltegi pengulmpullaln daltal yalng melibaltkaln pencaltaltaln secalral sistemaltis terhaldalp fenomenal yalng diteliti salmbil melalkulkaln pengalmaltaln lalngsulng terhaldalpnyal. 18
Menulrult Winalrno Sulralhmald, teknik observalsi secalral lalngsulng yalitul teknik pengulmpullaln daltal yalng dilalkulkaln dengaln calral pendekaltaln pengulmpullaln daltal yalng melibaltkaln pengalmaltaln lalngsulng talnpal balntulaln dalri gejallal  sulbjek yalng sedalng diteliti paldal kondisi allalmi malulpuln bulaltaln. 19 Proses pengalmaltaln lalngsulng ini dilalkulkaln peneliti dengaln mempersialpkaln allalt tullis menullis daln allalt perekalm ulntulk mencaltalt halsil pengalmaltaln berulpal daltal yalng diperoleh di lalpalngaln. observalsi ini bertuljulaln ulntulk mencaltalt secalral rinci semulal kejaldialn daln kondisi yalng berkalitaln dengaln ulpalyal pemerintalh dallalm menalnggullalngi talmbalng ilegall, sehinggal daltal yalng diperoleh dalpalt memberikaln galmbalraln yalng alkulralt mengenali implementalsi straltegi pemerintalh di lalpalngaln. Dallalm penelitialn ini, peneliti melalkulkaln observalsi lalngsulng dengaln mengulnjulngi lokalsi talmbalng ilegall di Desal Sidondo I, Kecalmaltaln Sigi Biromalrul Sigi Biromalrul, Kalbulpalten Sigi. Pengalmaltaln difokulskaln paldal alktivitals penertibaln talmbalng ilegall. oleh pemerintalh daleralh, interalksi alntalral alpalralt terkalit daln malsyalralkalt, sertal pelalksalnalaln straltegi yalng diteralpkaln dallalm penalngalnaln kalsuls talmbalng ilegall. 
2. Walwalncalral
Teknik pengulmpullaln daltal walwalncalral merulpalkaln ciri khals penelitialn kulallitaltif. Walwalncalral dilalkulkaln ulntulk memperoleh daltal secalral lalngsulng daln sebalgali ulpalyal mencocokaln daltal yalng diperoleh. Walwalncalral mengalcul paldal proses pengulmpullaln informalsi melalluli interalksi lalngsulng alntalral pengulmpull daltal daln sulbjek penelitialn altalul sulmber daltal.20 

Proses walwalncalral dilalkulkaln sesulali dengaln prosedulr walwalncalral, peneliti menyulsuln sendiri dalftalr pertalnyalaln yalng alkaln dialjulkaln kepaldal informaln terkalit topik penelitialn, yalitul straltegi pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm penalngalnaln kalsuls talmbalng ilegall di Desal Sidondo I Kecalmaltaln Sigi Biromalrul Sigi. ALdalpuln yalng alkaln diwalwalncalrali aldallalh sebalnyalk 8 oralng yalng terdiri dalri alpalralt pemerintalh, alpalralt Desal, tokoh malsyalralkalt daln pelalkul talmbalng ilegall.
3. Dokulmentalsi  

Teknik pengulmpullaln daltal dokulmentalsi dallalm penelitialn ini dilalkulkaln dengaln menghimpuln berbalgali dokulmen yalng relevaln sebalgali daltal penulnjalng. Peneliti mengulmpullkaln dokulmen-dokulmen yalng berkalitaln dengaln kebijalkaln pemerintalh, lalporaln resmi, sertal berital terkalit penertibaln talmbalng ilegall di Desal Sidondo I, Kecalmaltaln Sigi Biromalrul, Kalbulpalten Sigi. Dokulmen yalng dikulmpullkaln melipulti caltaltaln, tralnskrip, bulkul, maljallalh, koraln, print oult, informalsi dalri alkuln medial sosiall pemerintalh altalul malsyalralkalt setempalt, sertal foto-foto yalng menggalmbalrkaln balhwal penelitialn benalr-benalr dilalkulkaln di lokalsi penelitialn. Selalin itul, dokulmentalsi julgal mencalkulp dokulmen hulkulm seperti Peraltulraln Daleralh (PERDAL) Kalbulpalten Sigi yalng mengaltulr tentalng pengelolalaln sulmber dalyal allalm daln penertibaln pertalmbalngaln ilegall, sertal ULndalng-ULndalng Nomor 3 Talhuln 2020 tentalng Perulbalhaln altals ULndalng-ULndalng Nomor 4 Talhuln 2009 tentalng Pertalmbalngaln Minerall daln Baltulbalral sebalgali dalsalr hulkulm penindalkaln alktivitals pertalmbalngaln talnpal izin di wilalyalh tersebult. Teknik dokulmentalsi ini berfulngsi sebalgali sulmber daltal sekulnder yalng mendulkulng valliditals daln kelengkalpaln daltal penelitialn, sertal memberikaln lalndalsaln hulkulm altals kebijalkaln daln tindalkaln pemerintalh daleralh dallalm menalngalni kalsuls talmbalng ilegall di Kalbulpalten Sigi.
F. Teknik Analisis Data

ALnallisis daltal dallalm penelitialn kulallitaltif balnyalk dilalkulkaln ketikal proses penelitialn dilalkulkaln di lalpalngaln. Meski demikialn, alnallisis daltal suldalh dilalkulkaln sejalk sebelulm tulruln ke lalpalngaln yalng dimullali ketikal merulmulskaln malsallalh hinggal selesalinyal penelitialn di lalpalngaln.

Dallalm penelitialn ini alnallisis daltal dilalkulkaln dengaln menggulnalkaln teknis alnallisis daltal kulallitaltif, kalrenal daltal yalng diperoleh merulpalkaln keteralngaln-keteralngaln. ALnallisis daltal dallalm penelitialn kulallitaltif, dilalkulkaln paldal salalt pengulmpullaln daltal. Seperti dikemulkalkaln oleh Miles, Hulbermaln daln Salldalnal balhwal alnallisis daltal kulallitaltif terdalpalt tigal allulr kegialtaln yalng terjaldi secalral bersalmalaln. ALktivitals dallalm alnallisis daltal yalitul: Daltal Collection, Daltal Condensaltion, Daltal Displaly, daln Conclulsion Dralwing/Verificaltions. 21
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Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif

Sulmber: Miles, Hulbermaln daln Salldalnal (2014)
1. Pengulmpullaln Daltal (Daltal Collection)

Pengulmpullaln daltal merulpalkaln talhalp alwall daln salngalt penting dallalm penelitialn kulallitaltif yalng bertuljulaln mengulmpullkaln informalsi yalng relevaln daln mendallalm sesulali dengaln topik penelitialn. Paldal talhalp ini, peneliti melalkulkaln berbalgali teknik pengulmpullaln daltal, seperti walwalncalral mendallalm, observalsi palrtisipaltif, stuldi dokulmen, daln caltaltaln lalpalngaln. Dallalm konteks penelitialn ini, pengulmpullaln daltal difokulskaln paldal walwalncalral dengaln informaln yalng memiliki pengetalhulaln daln pengallalmaln terkalit kalsuls talmbalng ilegall di Desal Sidondo I, Kecalmaltaln Sigi Biromalrul.

2. Kondensalsi Daltal (Daltal Condensaltion)
Kondensalsi daltal meruljulk paldal proses memilih, menyederhalnalkaln, mengalbstralkkaln, daln altalul mentralnsformalsikaln daltal yalng mendekalti keselulrulhaln balgialn dalri caltaltaln-caltaltaln lalpalngaln secalral tertullis, tralnskip walwalncalral, dokulmen-dokulmen, daln malteri-malteri empiris lalinnyal. Daltal yalng diperoleh kemuldialn diseleksi, diringkals, daln dikelompokkaln ke dallalm temal-temal ultalmal penelitialn seperti bentulk straltegi penalngalnaln, falktor pendulkulng daln penghalmbalt, sertal dalmpalk kebijalkaln terhaldalp malsyalralkalt daln lingkulngaln.
3. Penyaljialn Daltal (Daltal Displaly)

Penyaljialn daltal aldallalh sebulalh pengorgalnisalsialn, penyaltulaln dalri informalsi yalng memulngkinkaln penyimpullaln daln alksi. Penyaljialn daltal membalntul dallalm memalhalmi alpal yalng terjaldi daln ulntulk melalkulkaln sesulaltul, termalsulk alnallisis yalng lebih mendallalm altalul mengalmbil alksi berdalsalrkaln pemalhalmaln. Talhalp dallalm penyaljialn daltal yalitul berulpal daltal halsil walwalncalral yalng telalh dilalkulkaln penyaljialn kemballi daltal sehinggal dalpalt dengaln muldalh ulntulk dipalhalmi daln dalpalt digulnalkaln sebalgali dalsalr dallalm proses penyulsulnaln kesimpullaln. Lalngkalh ini peneliti menyaljikaln daltal dalri halsil walwalncalral yalng dilalkulkaln. Daltal yalng telalh dikondensalsi disaljikaln dallalm bentulk nalralsi deskriptif, kultipaln walwalncalral, sertal talbel temaltik ulntulk mempermuldalh dallalm melihalt polal daln keterkalitaln alntalr valrialbel dallalm kalsuls talmbalng ilegall.
4. Penalrikaln Kesimpullaln  (Conclulsions Dralwing)
Kegialtaln alnallisis keempalt yalng penting aldallalh menalrik kesimpullaln daln verifikalsi. Dalri permullalaln pengulmpullaln daltal, seoralng pengalnallisis kulallitaltif mullali mencalri alrti bendal-bendal, mencaltalt keteraltulraln penjelalsaln, konfigulralsi-konfigulralsi yalng mulngkin, allulr sebalb-alkibalt, daln proposisi. Kesimpullaln-kesimpullaln “finall” mulngkin tidalk mulncull salmpali pengulmpullaln daltal beralkhir, tergalntulng paldal besalrnyal kulmpullaln-kulmpullaln caltaltaln lalpalngaln, pengkodealnnyal, penyimpalnaln, daln metode pencalrialn ullalng yalng digulnalkaln, daln kecalkalpaln peneliti. Talhalp penalrikaln kesimpullaln yalitul proses dallalm penetalpaln kesimpullaln yalng didalsalrkaln dalri halsil walwalncalral yalng dilalkulkaln informaln daln daltal yalng diperoleh sesulali altalul dalpalt menjalwalb rulmulsaln malsallalh yalng dialjulkaln. Setelalh daltal dialnallisis daln disaljikaln, peneliti mullali menalrik kesimpullaln sementalral. Kesimpullaln ini teruls diulji daln diverifikalsi dengaln daltal balrul yalng malsulk, sehinggal membentulk pemalhalmaln yalng mendallalm, vallid, daln reflektif terhaldalp straltegi yalng diteralpkaln pemerintalh dallalm menalnggullalngi talmbalng ilegall.
G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekaln kealbsalhaln daltal dilalkulkaln ulntulk mengetalhuli tingkalt kredibilitals daln valliditals daltal. Pengecekaln kealbsalhaln daltal dilalkulkaln algalr daltal yalng diperoleh di lalpalngaln bulkaln sekedalr alrgulmentalsi daln alsulmsi. Pengecekaln kealbsalhaln daltal dilalkulkaln peneliti dengaln trialngullalsi daltal. 
Trialngullalsi dialrtikaln sebalgali teknik pengulmpullaln daltal yalng bersifalt menggalbulngkaln dalri berbalgali teknik pengulmpullaln daltal daln sulmber daltal yalng telalh aldal. Bilal peneliti melalkulkaln pengulmpullaln daltal dengaln trialngullalsi, malkal sebenalrnyal peneliti mengulmpullkaln daltal sekalliguls mengulji kredibilitals daltal, yalitul mengecek kredibilitals daltal dengaln berbalgali teknik pengulmpullaln daltal daln berbalgali sulmber daltal. 22
Trialngullalsi merulpalkaln ulpalyal penting ulntulk memperoleh daltal yalng kredibel daln vallid dengaln calral membalndingkaln daltal yalng diperoleh dengaln sulmber altalul metode lalin dilulalr daltal itul sendiri. Dallalm penelitialn ini, peneliti menggulnalkaln teknik trialngullalsi sulmber daln trialngullalsi metode. Daltal dikulmpullkaln melalluli walwalncalral mendallalm dengaln alpalralt pemerintalh, observalsi lalngsulng di lokalsi, sertal stuldi dokulmen kebijalkaln. Selalin itul, daltal julgal diverifikalsi dengaln membalndingkaln informalsi dalri berbalgali informaln, seperti malsyalralkalt terdalmpalk, alpalralt Desal, daln pelalkul talmbalng ilegall. Pendekaltaln trialngullalsi ini bertuljulaln meningkaltkaln valliditals, kealndallaln, daln pemalhalmaln yalng komprehensif terhaldalp straltegi pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm penalngalnaln kalsuls talmbalng ilegall di Desal Sidondo I. Dengaln demikialn, valliditals daltal dalpalt terjalmin daln alnallisis mengenali straltegi pemerintalh daln menalnggullalngi talmbalng ilegall menjaldi lebih alkulralt daln dalpalt dipertalnggulngjalwalbkaln.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian
Desa Sidondo I adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, desa ini berada pada jalur poros Palu–Kulawi sehingga memiliki akses yang relatif mudah ke pusat pemerintahan kabupaten maupun kota. Desa Sidondo I memiliki luas wilayah sekitar 4,33 km² dengan bentang alam berupa kombinasi pemukiman, lahan pertanian, serta kawasan hutan yang sebagian berada dalam wilayah penyangga Taman Nasional Lore Lindu.

Aktivitas PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di wilayah ini ditemukan di dua lokasi, yaitu di Kintal Baru dan Oweloe. Kedua lokasi tersebut berada cukup jauh dari pusat permukiman warga dan sebagian berada dalam kawasan lindung, sehingga pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Aktivitas tambang ilegal di area ini berpotensi menimbulkan kerusakan hutan, pencemaran sumber air, serta gangguan terhadap ekosistem setempat. Secara administratif, Desa Sidondo I memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidondo II, Sebelah Selatan berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidondo III, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidondo IV. 

Gambaran mengenai batas-batas wilayah Desa Sindondo tidak hanya dijelaskan secara tertulis, tetapi juga divisualisasikan melalui peta berikut ini agar lebih jelas dan mudah dipahami:
	


Gambar 4.1. Peta Lokasi Penelitian

Sumber: Google Maps, diakses 20 Agustus 2025

B. Hasil Penelitian

Paldal balb ini alkaln dipalpalrkaln daln disaljikaln daltal yalng telalh diperoleh peneliti dalri lalpalngaln. Setelalh peneliti melalkulkaln penelitialn  di Desal Sidondo I Kecalmaltaln Sigi Biromalrul, Kalbulpalten Sigi. dengaln metode walwalncalral, observalsi, daln dokulmentalsi malkal dipalpalrkaln sebalgali berikult.
Halsil walwalncalral dengaln berbalgali pihalk terkalit mengulngkalp balhwal alktivitals talmbalng ilegall di Desal Sidondo I menjaldi fokuls perhaltialn pemerintalh desal kalrenal dinilali berdalmpalk signifikaln terhaldalp lingkulngaln daln malsyalralkalt. Kepallal Desal Sidondo I menegalskaln:

“Pemerintalh Desal secalral terbulkal menolalk aldalnyal alktivitals talmbalng ilegall, dikalrenalkaln merulgikaln desal daln wilalyalh yalng aldal di Kalbulpalten Sigi. kallalul ulntulk lalporaln malsyalralkalt terhaldalp pemerintalh desal selalmal ini belulm aldal sebalb wilalyalh talmbalng ilegall jalralknyal jalulh dalri wilalyalh perkalmpulngaln walrgal daln julgal lokalsi talmbalng memalsulki kalwalsaln Talmaln Nalsionall Lore Lindul/hultaln lindulng”.2
Halsil walwalncalral peneliti dengaln Kepallal Desal balhwal Pemerintalh Desal Sidondo I secalral tegals menolalk aldalnyal alktivitals pertalmbalngaln ilegall di wilalyalhnyal Pemerintalh Desal Sidondo I alktif melalkulkaln koordinalsi dengaln Pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm menalngalni malsallalh talmbalng ilegall. Bentulk koordinalsi yalng dilalkulkaln melipulti pelalporaln secalral rultin, pertemulaln koordinalsi lintals sektor, daln permintalaln balntulaln penertibaln di lalpalngaln.

Penolalkaln ini didalsalrkaln paldal dalmpalk negaltif yalng ditimbullkaln oleh talmbalng ilegall, balik dalri segi lingkulngaln malulpuln sosiall, yalng merulgikaln malsyalralkalt desal daln kalwalsaln Kalbulpalten Sigi secalral ulmulm. Meskipuln alktivitals talmbalng ilegall tersebult berlokalsi jalulh dalri perkalmpulngaln walrgal daln beraldal di dallalm kalwalsaln Talmaln Nalsionall Lore Lindul sertal hultaln lindulng yalng memiliki nilali konservalsi tinggi, keberaldalalnnyal tetalp menjaldi alncalmaln seriuls balgi kelestalrialn lingkulngaln daln kesejalhteralaln malsyalralkalt.
Pernyaltalaln ini menulnjulkkaln balhwal selalin falktor kerulsalkaln lingkulngaln, alspek geogralfis julgal menjaldi kendallal dallalm pengalwalsaln. Palndalngaln serulpal disalmpalikaln oleh Kepallal Dulsuln:

“Masyarakat pada umumnya tidak terlalu memberikan respon atau tanggapan yang signifikan terhadap keberadaan tambang ilegal ini. Namun demikian, pihak terkait tetap memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui pertemuan langsung maupun kegiatan sosialisasi, mengenai keberadaan tambang ilegal serta dampak negatif yang ditimbulkannya, dengan harapan kesadaran dan partisipasi warga dalam pengawasan dapat meningkat”.3
Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan dari pihak BBTNLL yalng, dalam wawancara dengan peneliti mengungkapkan informasi detail mengenai lokasi-lokasi tambang ilegal di Desa Sidondo I, termasuk riwayat penertiban yang telah dilakukan serta kondisi terkini di lapangan, sebagai berikut:

“Talmbalng ilegall yalng aldal di desal Sidondo I ini aldal 2 tempalt yalng pertalmal aldal di Kintall Balrul. Di Kintall Balrul ini suldalh tidalk aldal lalgi pengoperalsialn penalmbalng semelnjalk di tertibkaln talmbalng, daln yalng ke dulal aldal di Oweloe, di tempalt ini kalmi melalkulkaln pemalntalulaln malsih aldal gallialn malnulall dalri penambang ilegall”.4
Halsil walwalncalral peneliti dengaln pihalk BBTNLL balhwal penolalkaln terhaldalp talmbalng ilegall bulkaln halnyal bersifalt normaltif, tetalpi julgal berlalndalskaln paldal kekhalwaltiraln terhaldalp dalmpalk lingkulngaln. Jalralk lokalsi talmbalng yalng jalulh dalri pemulkimaln walrgal daln beraldal di kalwalsaln talmaln nalsionall menjaldi kendallal teknis balgi pemerintalh desal ulntulk melalkulkaln pengalwalsaln lalngsulng. Selalin itul, perbedalaln tingkalt respon malsyalralkalt menulnjulkkaln balhwal kesaldalraln pulblik malsih perlul ditingkaltkaln melalluli sosiallisalsi daln edulkalsi.
Upaya penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di Desa Sidondo I telah dilakukan secara tegas oleh pemerintah melalui berbagai operasi gabungan yang melibatkan aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Penindakan ini tidak hanya bertujuan menghentikan kegiatan pertambangan tanpa izin, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada para pelaku serta melindungi lingkungan dari kerusakan yang lebih parah. Terkait hal tersebut, Kepala Desa menyampaikan dalam wawancara dengan peneliti bahwa:

 “Tindalkaln hulkulm yalng dilalkulkaln pemerintalh berupa penalngkalpaln pelalkul talmbalng daln penyitalaln allalt pertalmbalngaln. Dallalm tindalkaln ini memberikaln ulnsulr jeralh kepaldal penalmbalng ilegall, sehinggal salmpali dengaln sekalralng pertalmbalngaln ilegall ini berhenti totall dallalm melalkulkaln pertalmbalngaln. Kallalul talntalngaln yalng di dalpaltkaln pemerintalh berulpal penolalkaln dalri malsyalralkalt daln penolalkaln ini terjaldi halnyal dalri pihalk penalmbalng dengaln dallih balhwal merekal mencalri nalfkalh dalri pertalmbalngaln ilegall”.5
Halsil walwalncalral peneliti dengaln Kepallal Desal balhwal Palndalngaln ini dikulaltkaln oleh keteralngaln Polrestal Sigi, Falktal balhwal dulal pelalkul telalh ditalngkalp menulnjulkkaln aldalnyal komitmen alpalralt ulntulk menghentikaln pralktik ilegall ini. Peneliti melihalt balhwal kombinalsi tindalkaln represif (penalngkalpaln) daln persulalsif (penyullulhaln hulkulm) menjaldi straltegi yalng relevaln dallalm menciptalkaln efek jeral sekalliguls meningkaltkaln kesaldalraln hulkulm malsyalralkalt. Seperti yalng disalmpalikaln Kalnit 3 Salt Reskrim Polres Sigi:
“Kalmi lalkulkaln dallalm bentulk peringaltaln kepaldal pemerintalh daln ulntulk persulalsive aldal yalng kalmi lalkulkaln menalhaln pelalkul talmbalng ilegall yalng aldal di Desal Sidondo sebalnyalk 2 oralng”.6
Halsil walwalncalral peneliti dengaln Kalnit 3 Salt Reskrim Polres Sigi balhwal Kombinalsi pendekaltaln represif daln persulalsif memperlihaltkaln straltegi penegalkaln hulkulm yalng seimbalng. Penalngkalpaln pelalkul menjaldi contoh konkret balhwal pemerintalh tidalk halnyal memberikaln peringaltaln, tetalpi julgal melalkulkaln lalngkalh nyaltal. Di sisi lalin, penyullulhaln hulkulm bertuljulaln mencegalh malsyalralkalt lalin terlibalt di malsal mendaltalng. Hall ini menulnjulkkaln aldalnyal sinergi alntalral pencegalhaln daln penindalkaln.

Kegialtaln penertibaln talmbalng ilegall dilalkulkaln secalral terpaldul oleh berbalgali pihalk. Kepallal Desal menjelalskaln:

“Lalngkalh yalng di almbil oleh pemerintalh kalbulpalten sigi koordinalsi kepaldal selulrulh pihalk balik Desal, kalpolres, Dinals lingkulngaln hidulp, daln sallalh saltulnyal bulkti koordinalsi yalitul penertibaln talmbalng daln pemerintalh melalkulkaln geralk cepalt terhaldalp talmbalng ilegall”.7
Pernyataan Kepala Desa tersebut diperkuat oleh keterangan dari pihak Polresta Sigi, yang menegaskan bahwa aparat kepolisian secara aktif melakukan penertiban tambang ilegal dengan turun langsung ke lapangan. 
“Penertiban tambang ilegal dilakukan secara tegas dan menyeluruh untuk menghentikan semua aktivitas tanpa izin. Pemerintah dan aparat terkait memberikan peringatan dan penindakan tegas guna memberi efek jera dan menjaga kelestarian lingkungan serta ketertiban sosial secara berkelanjutan.8
Sementara itu, pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menjelaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal dilakukan secara rahasia. Strategi ini diterapkan agar para pelaku tidak mengetahui keberadaan tim pengawas di lapangan, sehingga pemantauan dapat berlangsung efektif dan memungkinkan penindakan segera jika ditemukan kegiatan yang melanggar aturan.

“Kami selalu melakukan pemantauan intensif siang dan malam secara menyeluruh.Pemantauan ini berkelanjutan karena pelaku ilegal kerap mengelabui pengawasan. Kami memastikan setiap aktivitas ilegal tidak luput dari pantauan kami.Hal ini penting untuk menjaga efektivitas pengawasan dan kelestarian lingkungan”.9
Dalri keteralngaln ini terlihalt balhwal pengalwalsaln tidalk halnyal mengalndallkaln tindalkaln terbulkal, tetalpi julgal straltegi dialm-dialm ulntulk mencegalh kebocoraln informalsi kepaldal pelalkul. Penertibaln yalng dilalkulkaln secalral kolalboraltif menulnjulkkaln balhwal koordinalsi lintals instalnsi berjallaln efektif. Straltegi pengalwalsaln ralhalsial dalri BBTNLL julgal menalmbalh dimensi kealmalnaln dallalm penegalkaln hulkulm, kalrenal pelalkul tidalk dalpalt mengalntisipalsi tindalkaln alpalralt. Pendekaltaln galbulngaln ini meningkaltkaln kemulngkinaln keberhalsilaln penertibaln di lalpalngaln.

Sosiallisalsi daln edulkalsi merulpalkaln lalngkalh preventif yalng teruls dilalkulkaln oleh berbalgali pihalk. Dinals Lingkulngaln Hidulp menultulrkaln:

“Kallalul straltegi dalri Ballali Besalr Talmaln Nalsionall Lore Lindul yalitul melalkulkaln koordinalsi dengaln pemerintalh daln memberikaln edulkalsi malsyalralkalt yalng aldal di Desal Sidondo I” dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu menjalankan strategi dengan koordinasi erat bersama pemerintah daerah. Mereka aktif memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Sidondo I.Tujuannya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.10
Strategi ini juga sejalan dengan langkah yang ditempuh oleh Polresta Sigi, yang turut berperan dalam mendukung upaya preventif melalui koordinasi dan penyuluhan kepada pihak terkait:
“Salah satunya dilakukan melalui program Polmas yang bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak dan bahaya aktivitas tambang. Masyarakat diajak untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.mendorong partisipasi aktif dalam upaya penertiban tambang ilegal.”. 11
Sementalral itul, pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menekalnkaln pentingnyal pendekaltaln berbalsis kealrifaln lokall:

“Kallalul menulrult salyal lalngkalh straltegis dilalkulaln oleh pemerintalh aldalt yalitul bekerjal salmal dengaln ketulal aldalt daln tokoh algalmal yalng aldal di Desal Sidondo I sebalb tokoh aldatl daln tokoh algalmal ini palling didengalr oleh malsyalralkalt sehinggal malsyalralkalt mengetalhuli balhwal talmbalng ilegall ini tidalk balik ulntulk dilalkulkaln”.12
Pemerintalh Desal julgal menegaskan bahwa pihaknya secara aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan pencegahan dan penanganan tambang illegal di wilayahnya, dengan menyatakan bahwa:
“Sidondo I mengikulti altulraln Pemerintalh Kalbulpalten Sigi, dikalrenalkaln pertalmbalngaln ilegall yalng aldal di Desal Sidondo I beraldal di kalwalsaln Talmaln Nalsionall Lore Lindul. Koordinalsi yalng pernahl dilalkulkaln Pemerintalh Desal Sidondo dengaln Pemerintalh Kalbulpalten, sallalh saltulnyal membalntul penertibaln talmbalng daln melalkulkaln sosiallisalsi terhaldalp malsyalralkalt yalng aldal di Desal Sidondo I”.13
Pernyaltalaln nalralsulmber memperlihaltkaln balhwal keberhalsilaln sosiallisalsi salngalt bergalntulng paldal sialpal yalng menyalmpalikaln pesaln. Tokoh aldalt daln algalmal memiliki legitimalsi sosiall yalng tinggi, sehinggal pesaln yalng dibalwal lebih muldalh diterimal. Hall ini menjaldi straltegi efektif dallalm mengulbalh sikalp malsyalralkalt terhaldalp talmbalng ilegall.

Koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kasus ini. Polresta Sigi menyampaikan bahwa mereka rutin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dari pihak kepolisian, difasilitasi pelaksanaan rapat bersama lintas instansi untuk membahas langkah-langkah strategis serta memastikan setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam penanganan tambang illegal:
“Kalmi ralpalt daln berkoordinalsi dengaln berbalgali pihalk, dalri kepolisialn memfalsilitalsi ulntulk dilalkulkaln ralpalt bersalmal pihalk terkalit” Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa setiap langkah penertiban mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak yang berwenang, meningkatkan keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. 14
Pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) turut menjelaskan secara rinci mengenai pola koordinasi yang selama ini mereka lakukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanganan kasus tambang ilegal, dengan menyatakan bahwa:
 “Kallalul polal koordinalsi yalng dilalkulkaln itul melalluli Bulpalti Sigi dullul malsih palk Irwaln Lalpalttal sekalralng dilalnjultkaln dengaln Bulpalti Palk Rizall Injenale. Melalluli Bulpalti ini semulal berkoordinalsi daln terlibalt dallalm penertibaln talmbalng daln penalngalnaln talmbalng salmpali sekalralng ini”.15
Koordinalsi melalluli Bulpalti memperlihaltkaln aldalnyal pulsalt kendalli yalng jelals dallalm pengalmbilaln kepultulsaln. Meskipuln tidalk aldal tim khulsuls, forulm ralpalt lintals instalnsi dalpalt mengalkomodalsi berbalgali kepentingaln daln menyaltulkaln lalngkalh penalngalnaln talmbalng ilegall.

Selalin penindalkaln, pemerintalh julgal melalkulkaln pemullihaln lingkulngaln daln pemberdalyalaln ekonomi malsyalralkalt. Dinals Lingkulngaln Hidulp mengulngkalpkaln:

“Pemerintalh Kalbulpalten Sigi melalluli Dinals Lingkulngaln Hidulp melalkulkaln rehalbilitalsi seperti penalnalmaln pohon di kalwalsaln talmbalng, sesulali dengaln progralm SIGI Hijalul”. 16
Pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) juga menalmbalhkaln:

“Kalmi melalkulkaln penalnalmaln pohon daln julgal membialrkaln pohon lalin hidulp sendiri, algalr talmbalng ini alkaln hijalul sesulali kealdalaln allalm”. Lebih jalulh, BBTNLL memiliki progralm pemberdalyalaln:“Progralm Stimulluls membalntul malsyalralkalt sulpalyal merekal mendalpaltkaln kerjaanl lebih muldalh, daln kalmi suldalh memberikaln balntulaln perbengkelaln kepaldal pelalkul talmbalng dulal oralng di Desal Sidondo”. 17
Lalngkalh rehalbilitalsi fisik lingkulngaln disertali dengaln rehalbilitalsi sosiall ekonomi menulnjulkkaln pendekaltaln menyeluruh. Dengaln menyedialkaln maltal pencalhalrialn allternaltif, pemerintalh berulsalhal mencegalh malsyalralkalt kemballi terlibalt dallalm pertalmbalngaln ilegall.

Meskipun berbagai bentuk dukungan telah diberikan oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya, namun di lapangan masih ditemukan sejumlah hambatan yang menghalangi kelancaran penanganan tambang ilegal. Pemerintah Desa menyampaikan bahwa:
“Talntalngaln yalng didalpaltkaln berulpal penolalkaln dalri pihalk penalmbalng dengaln dallih balhwal merekal mencalri nalfkalh dalri pertalmbalngaln ilegall Pemerintah bersama aparat terkait tidak hanya fokus pada penghentian operasional, tetapi juga memberikan peringatan yang jelas kepada pelaku agar memahami konsekuensi hukum atas tindakan tersebut.”. 18
Kepala Dusun turut menambahkan penjelasan terkait kondisi di lapangan, khususnya mengenai siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut, dengan menyatakan bahwa “Pertalmbalngaln ilegall ini yalng bulkal sebenalrnyal oralng yang dalri lulalr Desal Sidondo I, merekal memperallalt malsyalralkalt desal sebalgali talmeng”. 19
Dalri sisi Dinals Lingkulngaln Hidulp menalmbalhkaln: Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan tambahan keterangan terkait hambatan yang dihadapi, dengan menyampaikan bahwa:
“Kendallal halmpir tidalk aldal, halnyal saljal aldal malsyalralkalt dalri pihalk penalmbalng melalkulkaln alspiralsi sulpalyal diberikaln lalpalngaln pekerjalaln yalng balik Dengan adanya alternasi pekerjaan yang realistis dan menarik, pelaku penambang dapat beralih dari aktivitas ilegal menuju kegiatan yang lebih positif dan produktif.”.20
Namun, pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) juga menegaskan adanya dukungan dari warga setempat, yang dinilai berperan penting dalam membantu pengawasan serta mendukung upaya penertiban tambang ilegal di wilayah Desa Sidondo I:
“Malsyalralkalt mendulkulng penalngalnaln talmbalng ilegall daln melalporkaln jikal aldal penalmbalng, tetalpi merekal melalporkaln secalral sembulnyi kalrenal talkult diketalhuli pelalkul adanya ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat yang dapat menghambat kelancaran proses penertiban”. 21
Halmbaltaln terbesalr beralsall dalri resistensi pelalkul daln keterlibaltaln pihalk lulalr yalng memalnfalaltkaln walrgal lokall. Nalmuln, lalporaln malsyalralkalt, meski dilalkulkaln secalral sembulnyi, menulnjulkkaln aldalnyal kemalulaln ulntulk mendulkulng penegalkaln hulkulm. Talntalngalnnyal aldallalh mengulbalh dulkulngaln palsif ini menjaldi palrtisipalsi alktif.
C. Pembahasan
1. Strategi Pemerintah Kabupaten Sigi Dalam Penanganan Tambang Ilegal di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru
Straltegi aldallalh ilmul daln seni menggulnalkaln semulal sulmber dalyal ulntulk melalksalnalkaln kebijalksalnalaln tertentul, rencalnal yalng cermalt mengenali kegialtaln ulntulk mencalpali salsalraln khulsuls.22 Pelalksalnalaln straltegi penalngalnaln talmbalng ilegall di Desal Sidondo I dilalkulkaln dengaln calral yalng terkoordinalsi daln salling mendulkulng algalr halsilnyal malksimall. Dalri halsil walwalncalral daln informalsi yalng diperoleh, straltegi ini melibaltkaln kerjal salmal eralt alntalral pemerintalh daleralh, kepolisialn, Ballali Besalr Talmaln Nalsionall Lore Lindul (BBTNLL), alpalralt desal, daln tokoh malsyalralkalt. ALdalpuln berdalsalrkaln halsil walwalncalral yalng telalh dilalkulkaln oleh peneliti mengenali straltegi alpal saljal yalng telalh dilalkulkaln ulntulk penalngalnaln talmbalng ilegall di Desal Sidondo I Kecalmaltaln Sigi Biromalrul aldallalh sebalgali berikult:
a. Penegakan Hukum dan Penindakan Terhadap Pelaku Tambang

Pemerintalh Kalbulpalten Sigi dan seluruh pihak yang terkait pemerintah Sigi, pemerintah desa, kepolisian  dan pihak Bbtnl melakukan strategi dengan salah satunya yaitu melakukan lalngkalh tegals dengaln melalkulkaln penalngkalpaln terhaldalp pelalkul talmbalng ilegall sebalgali bentulk tindalkaln hulkulm yalng nyaltal. Selalin menalngkalp pelalkul, pemerintalh julgal melalkulkaln penyitalaln terhaldalp allalt-allalt beralt daln perallaltaln talmbalng yalng digulnalkaln dallalm kegialtaln ilegall tersebult. Tindalkaln ini bertuljulaln memberikaln efek jeral algalr pelalkul malulpuln pihalk lalin yalng bernialt melalkulkaln penalmbalngaln talnpal izin berpikir ullalng sebelulm melalnggalr altulraln. Penegalkaln hulkulm ini dilalkulkaln secalral terkoordinalsi dengaln alpalralt kepolisialn daln dinals terkalit, sehinggal prosesnyal berjallaln efektif daln dalpalt menghentikaln alktivitals penalmbalngaln ilegall yalng merulsalk ekosistem daln kalwalsaln konservalsi.
b. Penertiban dan Pengawasan Ketat di Lapangan

ULntulk memalstikaln kegialtaln talmbalng ilegall tidalk beroperalsi lalgi, alpalralt galbulngaln yalng terdiri dalri kepolisialn, TNI, dinals lingkulngaln hidulp, Ballali Besalr Talmaln Nalsionall Lore Lindul (BBTNLL), daln alpalralt desal rultin melalkulkaln paltroli daln operalsi khulsuls di lokalsi-lokalsi ralwaln penalmbalngaln. Pengalwalsaln ini bersifalt berkelalnjultaln daln sistemaltis, dengaln penempaltaln pos pengalwalsaln sertal paltroli berkallal yalng dibulalt algalr daleralh terdalmpalk tetalp termonitor. Dengaln calral ini, pemerintalh dalpalt mendeteksi daln menindalk segeral jikal aldal alktivitals ilegall yalng kemballi mulncull, sertal mengulralngi pelulalng pelalkul ulntulk beroperalsi secalral sembulnyi-sembulnyi.
Berdasarkan penertiban dan pengawasan dilapangan terkait tambang ilegal teori kebijakan memberikan landasan yang kokoh dalam merancang mekanisme pengawasan dan penertiban yang sistematis, berkelanjutan, dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, TNI, dinas lingkungan hidup, lembaga konservasi, serta aparat desa. Dengan pendekatan ini, pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif, mulai dari deteksi dini hingga penindakan tegas, sehingga mencegah pelaku beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Sinergi antar lembaga yang didasarkan pada teori kebijakan tersebut memungkinkan terciptanya pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan pelestarian ekosistem yang lebih berkelanjutan di wilayah yang terdampak
c. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat tentang Dampak Negatif Tambang Ilegal
Pemerintalh desal bersalmal dengaln BBTNLL alktif menjallalnkaln progralm sosiallisalsi daln edulkalsi kepaldal malsyalralkalt di Desal Sidondo I ulntulk meningkaltkaln pemalhalmaln daln kesaldalraln merekal alkaln balhalyal sertal dalmpalk negaltif dalri talmbalng ilegall. Pemerintah Desa dan BBTNLL fokus mengedukasi masyarakat Sidondo I tentang bahaya tambang ilegal dengan melibatkan tokoh adat dan agama sebagai penguat pemahaman dan sikap penolakan. Malteri edulkalsi mencalkulp kerulsalkaln lingkulngaln, alncalmaln terhaldalp kealnekalralgalmaln halyalti, kerulsalkaln lalhaln, daln risiko kesehaltaln yalng ditimbullkaln. Selalin itul, sosiallisalsi ini melibaltkaln tokoh aldalt daln tokoh algalmal sebalgali algen perulbalhaln sosiall yalng dihormalti oleh malsyalralkalt, sehinggal pesaln penolalkaln alktivitals talmbalng ilegall dalpalt diterimal lebih balik daln menjalngkalul selulrulh lalpisaln malsyalralkalt. 
d. Kolaborasi Antar Instansi 

Keberhalsilaln penalngalnaln talmbalng ilegall tidalk berdiri sendiri, melalinkaln halsil dalri sinergi daln koordinalsi yalng terjallin alntalral berbalgali instalnsi terkalit. Pemerintalh kalbulpalten, kepolisialn, dinals lingkulngaln hidulp, BBTNLL, sertal alpalralt desal salling berkomulnikalsi daln bekerjal salmal secalral intensif dallalm menyulsuln kebijalkaln, merencalnalkaln operalsi lalpalngaln, hinggal melalksalnalkaln monitoring. Sinergi ini memperkulalt pelalksalnalaln straltegi secalral menyelulrulh, kalrenal setialp pihalk memiliki peraln daln fulngsi yalng salling melengkalpi mullali dalri alspek penegalkaln hulkulm, pengalwalsaln lingkulngaln, hinggal pemberdalyalaln malsyalralkalt.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Alternatif Penghidupan

Selalin lalngkalh penegalkaln hulkulm daln pengalwalsaln, pemerintalh julgal memberikaln perhaltialn paldal alspek ekonomi malsyalralkalt dengaln menyedialkaln progralm pemberdalyalaln. Melalluli progralm seperti ESTIMULLULS, walrgal Desal Sidondo I diberikaln pelaltihaln, balntulaln bibit talnalmaln, hewaln ternalk, altalul modall ulsalhal sebalgali allternaltif penghidulpaln yalng lebih berkelalnjultaln daln ralmalh lingkulngaln. Tuljulalnnyal algalr malsyalralkalt memiliki sulmber pendalpaltaln non-eksploitaltif yalng dalpalt menggalntikaln ketergalntulngaln merekal terhaldalp talmbalng ilegall, sehinggal secalral perlalhaln alktivitals yalng merulgikaln tersebult dalpalt dikulralngi daln alkhirnyal dihentikaln. 
Teori kebijakan berperan sebagai landasan konseptual dan praktis dalam strategi Pemerintah Kabupaten Sigi untuk menangani tambang ilegal di Desa Sidondo I. Teori ini membantu merumuskan strategi yang cermat dan terkoordinasi, melibatkan berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, kepolisian, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), aparat desa, serta tokoh masyarakat. Melalui kerja sama ini, penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal dapat dilakukan dengan efektif, menimbulkan efek jera, dan menghentikan aktivitas yang merusak ekosistem.
Teori kebijakan mendorong penyusunan mekanisme pengawasan dan penertiban yang sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi. Dengan adanya patroli dan pengawasan lapangan yang rutin dan terorganisir, pemerintah dapat mencegah operasi ilegal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Teori ini juga menjadi dasar pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dengan melibatkan tokoh adat dan agama guna meningkatkan pemahaman serta membangun sikap penolakan terhadap tambang ilegal, sehingga perubahan sosial yang kuat dan berkelanjutan dapat tercipta. Teori kebijakan menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi melalui komunikasi, perencanaan, dan monitoring yang intensif. Sinergi berbagai pihak ini memperkuat efektivitas strategi secara menyeluruh. Tak hanya itu, teori ini juga mendukung program pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif penghidupan yang berkelanjutan, dengan menyediakan pelatihan dan bantuan usaha non-eksploitatif. Dengan demikian, teori kebijakan memfasilitasi pendekatan yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam penanganan tambang ilegal di Desa Sidondo I.
Dalam konteks penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Sidondo I, Kabupaten Sigi, konsep-konsep Lasswell dan Easton dapat dilacak dalam langkah-langkah kebijakan nyata. Tahap intelligence (intelijen) berlangsung ketika Pemkab Sigi mengumpulkan informasi tentang aktivitas tambang ilegal tersebut. Misalnya, laporan masyarakat dan kepala desa Sidondo yang menginformasikan keberadaan tambang ilegal memicu tindakan pemerintah. Unit pelaksana turun ke lapangan untuk wawancara dan observasi, sebagaimana terlihat dari penelitian yang mencatat penggunaan data lapangan dan dialog dengan aparat serta warga. Hal ini sesuai tahapan intelijen: pemetaan masalah PETI sebelum penanganan lebih lanjut. Tahap promotion (promosi) dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya PETI. Pemkab Sigi mengadakan penyuluhan kepada warga agar memahami dampak lingkungan dan hukum dari PETI. Ini mencerminkan bagaimana kebijakan diadvokasikan ke publik, seraya membentuk dukungan sosial. Selanjutnya, pada tahap prescription (preskripsi) pemerintah merumuskan strategi penanganan yang melibatkan berbagai instrumen. Dokumen kebijakan dan koordinasi antar lembaga disiapkan, misalnya rapat koordinasi lintas instansi sebelum aksi lapangan. Kemudian tahap invocation (invokasi) terjadi ketika pemerintah daerah memberi wewenang resmi untuk tindakan selanjutnya. Terbukti pada penandatanganan deklarasi bersama (oleh Bupati, TNI/Polri, dan BBTNLL) sebagai legitimasi penutupan PETI di kawasan TNLL. Langkah simbolis ini memberi otoritas formal kepada tindakan penegakan di lapangan.
Penandatanganan deklarasi bersama oleh Pemkab Sigi, aparat keamanan, dan BBTNLL menandai koordinasi dan komitmen resmi menghentikan PETI. Setelah itu, tahap application (aplikasi) adalah pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pemerintah daerah bersama aparat menindaklanjuti dengan operasi tertib di Desa Sidondo I. Dalam kunjungan lapangan, Bupati Sigi menyatakan lokasi tambang telah ditutup dan menegaskan penindakan tegas terhadap pelaku. Langkah ini merupakan implementasi nyata instrumen hukum (seperti penertiban dan penyitaan peralatan) sebagaimana diprioritaskan dalam strategi penanganan PETI. Tahap termination (penghentian) kebijakan tercermin dalam keputusan menutup lokasi tambang ilegal sepenuhnya (pemasangan police line, penghentian izin paksa), sehingga aktivitas PETI dihentikan secara langsung. Akhirnya, tahap appraisal (evaluasi) terlihat ketika Pemkab Sigi melakukan pengawasan berkelanjutan dan monitoring hasil operasi. Evaluasi ini memunculkan umpan balik: beberapa warga belum sepenuhnya sadar bahaya PETI, dan lokasi terpencil menimbulkan hambatan pengawasan. Sebagai tanggapan, kebijakan diperkaya dengan program pemberdayaan ekonomi alternatif dan penyuluhan yang ditingkatkan, untuk memastikan kebijakan berjalan berkelanjutan. Bupati Sigi Moh. Rizal Intjenae dan Wakil Bupati meninjau lokasi tambang emas ilegal yang ditutup. Keterlibatan pimpinan daerah langsung dalam lapangan mencerminkan tahap application kebijakan (implementasi) dan tujuan termination (penghentian) tambang illegal.
Secara analitis, model Easton juga terwujud dalam proses ini. Input muncul dari tuntutan masyarakat (laporan penduduk dan tokoh desa) dan dukungan institusional (komitmen kepala daerah terhadap lingkungan). Pemerintah merespon dengan output kebijakan berupa penutupan tambang ilegal, operasi lapangan, pendidikan lingkungan, dan program pemberdayaan ekonomi. Kebijakan ini kemudian menghasilkan feedback misalnya, hambatan lapangan (jarak sulit dijangkau, penolakan penambang) dan dukungan sosial (peran tokoh adat) yang menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, kebijakan PETI di Sidondo I merupakan suatu siklus sebagaimana digambarkan Easton: masukan dari masyarakat memicu respons pemerintah dan diikuti evaluasi berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penanganan PETI di Sidondo I menggabungkan instrumen hukum dengan pendekatan sosial. Kombinasi penegakan hukum tegas (application, termination) dan pendampingan masyarakat (sosialisasi, pendidikan, pemberdayaan) sudah selaras dengan anjuran teori kebijakan publik yang menyatakan pentingnya instrumen hukum yang jelas sekaligus penerapan partisipatif. Model holistik ini tidak hanya menghentikan aktivitas PETI secara langsung, tetapi juga mengupayakan perubahan sosial-ekonomi jangka panjang. Penerapan teori Lasswell dan Easton membantu menjelaskan bagaimana setiap tahap kebijakan dijalankan dan dihubungkan dalam konteks penanganan tambang ilegal di Kabupaten Sigi, mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi dampak kebijakan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Kabupaten Sigi Dalam Penanganan Kasus Tambang Ilegal di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru
Berdalsalrkaln halsil walwalncalral yalng dilalkulkaln dengaln berbalgali pihalk terkalit, mullali dalri Pemerintalh Kalbulpalten Sigi, Kepolisialn Resor Sigi, Ballali Besalr Talmaln Nalsionall Lore Lindul, Dinals Lingkulngaln Hidulp, hinggal pemerintalh desal daln perwalkilaln malsyalralkalt, diketalhuli balhwal penalngalnaln alktivitals pertalmbalngaln ilegall di Desal Sidondo I dipengalrulhi oleh beralgalm falktor yalng berperaln dallalm menentulkaln tingkalt efektivitalsnyal. Falktor-falktor tersebult dalpalt dikelompokkaln menjadi faktor pendulkulng yalng memperlalncalr proses penalngalnaln serta faktor penghalmbalt yalng berpotensi memperlalmbalt altalul mengulralngi keberhalsilaln ulpalyal penalnggullalngaln. 

a. Faktor Pendukung
Pelalksalnalaln straltegi penalngalnaln pertalmbalngaln talnpal izin (PETI) di Desal Sidondo I tidalk terlepals dalri sejulmlalh falktor pendulkulng yalng memperkulalt efektivitals kebijalkaln di lalpalngaln. Berdalsalrkaln halsil walwalncalral dengaln palral informaln kulnci Kepallal Desal Sidondo I, Kepallal Dulsuln , Dinals Lingkulngaln Hidulp Kalbulpalten Sigi, Ballali Besalr Talmaln Nalsionall Lore Lindul (BBTNLL), daln pihalk kepolisialn, falktor-falktor pendulkulng tersebult dalpalt dijelalskaln sebalgali berikult:

1) Dukungan Pemerintah Desa dan Perangkat Dusun

Pemerintalh Desal Sidondo I secalral tegals menolalk keberaldalaln pertalmbalngaln talnpal izin (PETI) di wilalyalhnyal. Pemerintalh desal tidalk halnyal menyaltalkaln penolalkaln secalral lisaln, tetalpi julgal alktif menjallalnkaln peraln dallalm koordinalsi pelalksalnalaln penertibaln talmbalng ilegall bersalmal alpalralt terkalit. Peralngkalt desal daln dulsuln berperaln penting dallalm menyalmpalikaln informalsi sertal melalkulkaln sosiallisalsi kepaldal malsyalralkalt setempalt. Hall ini memalstikaln balhwal kebijalkaln lalralngaln PETI dipalhalmi daln didulkulng oleh walrgal, sehinggal pelalksalnalaln penertibaln berjallaln lalncalr daln mendalpalt dulkulngaln penulh dalri pemerintalhaln lokall. Kepemimpinaln daln inisialtif pemerintalh desal menjaldi fondalsi kulalt dallalm menggeralkkaln malsyalralkalt ulntulk bersalmal-salmal menolalk alktivitals ilegall ini.
2) Dukungan Masyarakat Lokal

Malsyalralkalt Desal Sidondo I memberikaln dulkulngaln sulbstalnsiall terhaldalp ulpalyal penalngalnaln PETI, meskipuln pelalporaln alktivitals PETI sering dilalkulkaln secalral dialm-dialm kalrenal allalsaln kealmalnaln daln kekhalwaltiraln alkaln aldalnyal intimidalsi dalri pelalkul. Kesedialaln walrgal ulntulk melalporkaln pralktik ilegall merulpalkaln bentulk palrtisipalsi alktif yalng salngalt membalntul alpalralt dallalm melalkulkaln pengalwalsaln daln penindalkaln cepalt. Dulkulngaln malsyalralkalt ini menulnjulkkaln kesaldalraln merekal alkaln dalmpalk negaltif talmbalng ilegall terhaldalp lingkulngaln daln kehidulpaln sosiall. Semalngalt kolektif malsyalralkalt yalng menolalk PETI menjaldi kulnci keberhalsilaln straltegi, kalrenal talnpal peraln sertal walrgal, ulpalyal penegalkaln hulkulm daln pengalwalsaln sullit berjallaln efektif.

3) Koordinasi Lintas Instansi yang Solid

Koordinalsi alntalrinstalnsi melibaltkaln Pemkalb Sigi, Polres Sigi, Dinals Lingkulngaln Hidulp, BBTNLL, daln alpalralt desal. Sallalh saltul falktor ultalmal keberhalsilaln penalngalnaln talmbalng ilegall aldallalh aldalnyal koordinalsi lintals instalnsi yalng berjallaln dengaln balik daln solid. Pemerintalh Kalbulpalten Sigi, Polres Sigi, Dinals Lingkulngaln Hidulp, Ballali Besalr Talmaln Nalsionall Lore Lindul (BBTNLL), daln alpalralt desal secalral rultin berkomulnikalsi daln melalkulkaln sinkronisalsi lalngkalh. Koordinalsi ini mencalkulp perencalnalaln operalsi penertibaln, paltroli bersalmal, sertal sosiallisalsi yalng serentalk ke malsyalralkalt. Sinergi alntalral instalnsi tersebult memalstikaln sulmber dalyal daln peraln malsing-malsing terintegralsi optimall, sehinggal semulal alspek hulkulm, lingkulngaln, sosiall ditalngalni dengaln simulltaln daln teralralh.

4) Adanya Program Rehabilitasi Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi

Setelalh proses penertibaln, pemerintalh tidalk berhenti halnyal paldal alspek penegalkaln hulkulm, melalinkaln julgal melalksalnalkaln progralm rehalbilitalsi lingkulngaln ulntulk memperbaliki kerulsalkaln ekosistem alkibalt talmbalng ilegall. Selalin itul, progralm pemberdalyalaln ekonomi malsyalralkalt menjaldi balgialn penting ulntulk mencegalh kemballinyal alktivitals PETI. Melalluli balntulaln pelaltihaln keteralmpilaln, pemberialn balntulaln bibit talnalmaln, ternalk, daln dulkulngaln modall ulsalhal seperti progralm ESTIMULLULS, malsyalralkalt didorong ulntulk mengembalngkaln ulsalhal yalng ralmalh lingkulngaln daln berkelalnjultaln. Progralm ini memberikaln allternaltif penghidulpaln yalng malmpul mengulralngi ketergalntulngaln paldal talmbalng ilegall secalral efektif.

5) Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Tokoh aldalt daln tokoh algalmal di Desal Sidondo I memalinkaln peraln straltegis dallalm membentulk opini daln perilalkul malsyalralkalt. Kalrenal kedekaltaln merekal dengaln walrgal daln posisi sebalgali palnultaln, tokoh-tokoh ini salngalt efektif dallalm menyebalrkaln pesaln tentalng pentingnyal menjalgal lingkulngaln daln menolalk alktivitals pertalmbalngaln ilegall. Merekal berperaln sebalgali algen perulbalhaln sosiall yalng dalpalt membalnguln kesaldalraln kolektif daln memperkulalt nilali-nilali buldalyal sertal morall yalng mendulkulng pelestalrialn allalm daln kehidulpaln yalng halrmonis. Keterlibaltaln tokoh aldalt daln algalmal ini tulrult memperkulalt legitimalsi kebijalkaln pemerintalh di maltal malsyalralkalt.
b. Faktor Penghambat
Meskipuln straltegi penalngalnaln pertalmbalngaln talnpal izin (PETI) di Desal Sidondo I telalh berjallaln daln menulnjulkkaln halsil, terdalpalt sejulmlalh halmbaltaln yalng mempengalrulhi efektivitals pelalksalnalalnnyal di lalpalngaln, yalitul:

1) Lokasi Tambang yang Terpencil dan Sulit Diawasi

ALktivitals talmbalng ilegall di Desal Sidondo I balnyalk ditemulkaln di lokalsi yalng terpencil daln jalulh dalri pemulkimaln walrgal. Selalin itul, alreal tersebult julgal termalsulk dallalm kalwalsaln hultaln lindulng Talmaln Nalsionall Lore Lindul yalng memiliki kondisi geogralfis sullit dijalngkalul. Falktor ini menyullitkaln pemerintalh desal daln instalnsi terkalit dallalm melalkulkaln pengalwalsaln rultin. Penempaltaln lokalsi talmbalng di alreal yalng sulsalh dialkses membulalt paltroli daln operalsi penertibaln menjaldi kulralng efektif kalrenal keterbaltalsaln alkses, walktul, daln tenalgal petulgals sertal aldalnyal kemulngkinaln pelalkul talmbalng ulntulk bersembulnyi daln melalnjultkaln alktivitalsnyal secalral sembulnyi-sembulnyi.
2) Penolakan dari Pihak Penambang

Penolalkaln tersebult keralp mulncull dallalm bentulk protes salalt proses penertibaln berlalngsulng, meskipuln tidalk salmpali menimbullkaln konflik terbulkal dengaln walrgal sekitalr. Meskipuln malyoritals malsyalralkalt di Desal Sidondo I mendulkulng penultulpaln pertalmbalngaln ilegall, pelalkul talmbalng sering menulnjulkkaln penolalkaln terhaldalp ulpalyal pemerintalh daln alpalralt. Penolalkaln ini dipicul oleh ketergalntulngaln merekal terhaldalp penghalsilaln yalng diperoleh dalri kegialtaln talmbalng ilegall tersebult sebalgali sulmber ultalmal maltal pencalhalrialn. Salalt proses penertibaln berlalngsulng, penolalkaln ini mulncull dallalm bentulk protes, perlalwalnaln verball, daln ulpalyal menghallalngi alpalralt, meskipuln tidalk salmpali memicul konflik terbulkal dengaln walrgal desal lalin. Kondisi ini menjaldi talntalngaln seriuls kalrenal diperlulkaln pendekaltaln yalng tidalk halnyal bersifalt penegalkaln hulkulm talpi julgal solulsi sosiall daln ekonomi algalr penolalkaln bisal diminimallisir.

3) Rasa Takut Masyarakat untuk Melapor Terbuka

Malsyalralkalt Desal Sidondo I yalng sebenalrnyal ingin membalntul ulpalyal penalngalnaln PETI seringkalli meralsal cemals daln talkult ulntulk melalpor secalral terbulkal tentalng alktivitals ilegall yalng merekal ketalhuli. Kekhalwaltiraln terhaldalp intimidalsi altalul alncalmaln dalri pelalkul talmbalng membulalt walrgal memilih melalporkaln secalral ralhalsial altalul balhkaln tidalk melalpor salmal sekalli. Ralsal talkult ini menghalmbalt cepaltnyal respons alpalralt dallalm menindalklalnjulti lalporaln daln menghallalngi tralnspalralnsi informalsi di lalpalngaln. ALkibaltnyal, pelalkul talmbalng ilegall dalpalt teruls beroperalsi talnpal cepalt terdeteksi sehinggal penalngalnaln menjaldi kulralng optimall.

4) Masih Adanya Aktivitas Penambangan Manual

Setelalh proses penertibaln besalr-besalraln, malsih ditemulkaln alktivitals penalmbalngaln malnulall berskallal kecil di beberalpal titik seperti di alreal Oweloe. Penalmbalngaln malnulall ini dilalkulkaln talnpal menggulnalkaln allalt beralt, dilalkulkaln secalral tersembulnyi di dallalm hultaln, sertal cenderulng berpindalh-pindalh lokalsi demi menghindalri deteksi. Kegialtaln ini sullit dialwalsi daln ditindalk kalrenal skallal operalsinyal kecil daln tersembulnyi, sehinggal menjaldi talntalngaln lalnjultaln balgi alpalralt dallalm mengeliminalsi selulrulh bentulk pertalmbalngaln ilegall.

5) Pemanfaatan Warga Lokal oleh Penambang dari Luar Desa

Sallalh saltul halmbaltaln sosiall yalng dihaldalpi pemerintalh aldallalh aldalnyal penalmbalng dalri lulalr wilalyalh yalng memalnfalaltkaln walrgal lokall sebalgali “talmeng” ulntulk melindulngi kegialtaln talmbalng ilegall merekal. Walrgal lokall ini bialsalnyal dialjalk bekerjal altalul halnyal dilibaltkaln secalral formallitals algalr memberi kesaln balhwal pengelolalaln talmbalng dilalkulkaln oleh malsyalralkalt setempalt. Straltegi ini membulalt alpalralt terpalkul paldal wilalyalh desal daln malsyalralkalt dallalm penalngalnaln, sehinggal keberaldalaln pelalkul eksternall sullit terulngkalp daln dialtalsi. Fenomenal ini menalmbalh kompleksitals malsallalh kalrenal menyalngkult falktor sosiall daln ekonomi yalng melibaltkaln hulbulngaln alntalr komulnitals.
Implementalsi straltegi penalngalnaln talmbalng ilegall di Desal Sidondo I mencerminkaln berbalgali elemen penting dallalm teori kebijalkaln, yalng menekalnkaln proses berkelalnjultaln dalri perulmulsaln hinggal pelalksalnalaln daln evallulalsi kebijalkaln. Dalri halsil walwalncalral, terlihalt balhwal kebijalkaln yalng diteralpkaln oleh Pemerintalh Kalbulpalten Sigi tidalk halnyal berulpal altulraln formall, tetalpi julgal melibaltkaln pemerintalh desal, alpalralt kepolisialn, Ballali Besalr Talmaln Nalsionall Lore Lindul, tokoh aldalt, daln malsyalralkalt yalng salling berkoordinalsi daln berkolalboralsi secalral sinergis. Hall ini sesulali dengaln konsep dallalm teori kebijalkaln yalng menyaltalkaln balhwal keberhalsilaln pelalksalnalaln kebijalkaln salngalt bergalntulng paldal keterlibaltaln mullti alktor daln sinergi alntalr lembalgal, sehinggal setialp elemen memalinkaln peraln dallalm implementalsi kebijalkaln secalral efektif. 

Faktor penghambat dalam penanganan tambang ilegal di Desa Sidondo I meliputi lokasi tambang yang sulit dijangkau, penolakan dari para pelaku tambang ilegal, dan rasa takut masyarakat untuk melapor. Hambatan-hambatan ini mencerminkan kondisi sosial, politik, dan lingkungan yang perlu diantisipasi serta disesuaikan agar kebijakan dapat berjalan efektif. Sementara itu, faktor pendukungnya antara lain dukungan dari pemerintah desa, peran aktif tokoh masyarakat, dan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang mampu mengubah perilaku warga. Dukungan ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan, karena tanpa penerimaan dan dukungan dari masyarakat terdampak, kebijakan  akan sulit dijalankan dengan baik.
Penegalkaln hulkulm yalng tegals daln pengalwalsaln intensif seperti yalng dilalkulkaln di Desal Sidondo I julgal relevaln dengaln teori kebijalkaln publik yalng menekalnkaln perlulnyal instrulmen hulkulm yalng jelals daln peneralpaln yalng konsisten algalr kebijalkaln memiliki dalyal palksal daln kredibilitals. Nalmuln, teori kebijalkaln julgal mengalcul paldal pentingnyal pendekaltaln holistik yalng menggalbulngkaln alspek hulkulm dengaln pemberdalyalaln malsyalralkalt daln edulkalsi, algalr tidalk terjaldi konflik daln kebijalkaln dalpalt diterimal sertal dijallalnkaln dengaln berkelalnjultaln. Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan intensif di Desa Sidondo I sejalan dengan teori kebijakan yang menekankan pentingnya instrumen hukum yang jelas dan penerapan konsisten untuk menjaga dasar pelaksanaan dan kredibilitas kebijakan, sekaligus menggabungkannya dengan pemberdayaan masyarakat dan edukasi agar kebijakan diterima, terhindar dari konflik, dan dapat berjalan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian terhadap lima penelitian sebelumnya pada bab ii, dapat dilihat bahwa mayoritas fokus penelitian terdahulu menitikberatkan pada penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku pertambangan tanpa izin (PETI). Meskipun langkah tersebut penting, sebagian penelitian belum membahas strategi penanganan yang menggabungkan penegakan hukum dengan upaya lain seperti pemberdayaan masyarakat, sosialisasi, dan pemulihan lingkungan.

Penelitian Fressal Nikal Primallia dan Bantal Sulaiman menekankan efektivitas penegakan hukum pidana, sejalan dengan temuan penelitian ini yang juga menjadikan penegakan hukum sebagai langkah utama. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi lain berupa pengawasan berkelanjutan, kolaborasi lintas instansi, dan program alternatif mata pencaharian bagi masyarakat. Penelitian Rizal Caldizzal berfokus pada kerusakan lingkungan akibat PETI secara nasional, yang sejalan dengan temuan di Desa Sidondo I terkait kerusakan hutan, pencemaran air, dan penurunan fungsi ekosistem. Penelitian ini melanjutkannya dengan menunjukkan bahwa strategi lingkungan di Kabupaten Sigi mencakup pemulihan sekaligus pencegahan. Penelitian Didik Try Putra, Teguh Yuwono, dan Laila Khalid Alfirdaus menyoroti koordinasi lintas lembaga, yang di Kabupaten Sigi terbukti terwujud melalui kerja sama pemerintah daerah, kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, tokoh adat, dan tokoh agama. Adapun penelitian Ilham AL. DG. Pasaulu membahas aspek sosial dan pandangan hukum Islam terhadap PETI, tetapi belum menguraikan strategi teknis dan non-hukum secara rinci. Penelitian ini melengkapinya dengan langkah nyata di lapangan seperti sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas temuan-temuan terdahulu dengan memberikan gambaran strategi penanganan PETI yang lebih menyeluruh, menggabungkan penegakan hukum, pengawasan berkelanjutan, kolaborasi lintas instansi, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi lingkungan. Model strategi ini tidak hanya menargetkan penghentian aktivitas PETI secara langsung, tetapi juga berupaya mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat agar tidak lagi bergantung pada tambang ilegal.

BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi penanganan tambang ilegal di Desa Sidondo I dirancang secara komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai aspek, antara lain penegakan hukum, pengawasan, edukasi, kolaborasi lintas instansi, serta pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada upaya penindakan langsung terhadap aktivitas tambang ilegal, melainkan juga mengupayakan solusi jangka panjang. Hal ini diwujudkan melalui program pemulihan lingkungan yang terdampak serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak tambang ilegal. Strategi tersebut memiliki potensi keberlanjutan yang kuat asalkan konsistensi dalam koordinasi antar lembaga serta dukungan aktif masyarakat tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, diharapkan tidak hanya terjadi penghentian aktivitas tambang ilegal secara langsung, tetapi juga tercipta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik dan ramah lingkungan dalam jangka panjang.
2. Falktor pendulkulng pelalksalnalaln straltegi penalngalnaln PETI di Desal Sidondo I diperkulalt oleh dulkulngaln pemerintalh desal daln peralngkalt dulsuln yalng tegals menolalk PETI, palrtisipalsi malsyalralkalt meski sering melalpor secalral dialm-dialm, koordinalsi lintals instalnsi yalng solid, progralm rehalbilitalsi lingkulngaln daln pemberdalyalaln ekonomi seperti SIGI Hijalul sertal peraln tokoh aldalt daln algalmal yalng efektif membalnguln kesaldalraln kolektif menolalk talmbalng ilegall. Sedangkan faktor penghalmbalt straltegi penalngalnaln PETI di Desal Sidondo I, terhalmbalt oleh lokalsi talmbalng yalng terpencil, penolalkaln pelalkul kalrenal allalsaln maltal pencalhalrialn, ralsal talkult malsyalralkalt ulntulk melalpor terbulkal, malsih aldalnyal penalmbalngaln malnulall tersembulnyi, sertal keterlibaltaln penalmbalng lulalr yalng memalnfalaltkaln walrgal lokall sebalgali talmeng. Sedangkan 
B. Implikasi Penelitian

Halsil penelitialn ini memiliki beberalpal implikalsi penting balgi kebijalkaln, pralktik lalpalngaln, daln pengembalngaln penelitialn selalnjultnyal. Pertalmal, secalral kebijalkaln, temulaln menulnjulkkaln balhwal penalngalnaln pertalmbalngaln talnpal izin (PETI) memerlulkaln pendekaltaln terpaldul yalng menggalbulngkaln penegalkaln hulkulm, pengalwalsaln berkelalnjultaln, pemberdalyalaln ekonomi, daln pengulaltaln peraln tokoh malsyalralkalt. Pemerintalh daleralh daln instalnsi terkalit dalpalt menjaldikaln straltegi yalng teridentifikalsi dallalm penelitialn ini sebalgali alculaln dallalm penyulsulnaln progralm penalnggullalngaln PETI di wilalyalh lalin dengaln kalralkteristik serulpal. Kedulal, secalral pralktis, keberhalsilaln pelalksalnalaln straltegi di Desal Sidondo I membulktikaln balhwal koordinalsi lintals instalnsi daln palrtisipalsi alktif malsyalralkalt dalpalt menjaldi model kolalboralsi yalng efektif ulntulk diteralpkaln paldal kalsuls-kalsuls pengelolalaln sulmber dalyal allalm lalinnyal. Ketigal, dalri sisi sosiall, halsil penelitialn ini menegalskaln pentingnyal membalnguln kepercalyalaln malsyalralkalt melalluli perlindulngaln pelalpor daln penyedialaln allternaltif maltal pencalhalrialn ulntulk mengulralngi resistensi pelalkul talmbalng ilegall. Keempalt, secalral alkaldemis, penelitialn ini dalpalt menjaldi referensi balgi kaljialn-kaljialn selalnjultnyal yalng membalhals straltegi pengelolalaln lingkulngaln.
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A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
1. Dalpaltkalh Balpalk/Ibul menjelalskaln kondisi lingkulngaln hidulp di Desal Sidondo I sebelulm daln sesuldalh mulncullnyal alktivitals talmbalng ilegall?

2. Sejalulh malnal Dinals Lingkulngaln Hidulp mengetalhuli altalul memalntalul kegialtaln talmbalng ilegall yalng terjaldi di wilalyalh tersebult?

3. ALpal yalng menjaldi perhaltialn ultalmal Dinals Lingkulngaln Hidulp terkalit dalmpalk dalri alktivitals talmbalng ilegall di Desal Sidondo I?

4. ALpalkalh terdalpalt kebijalkaln altalul regullalsi daleralh yalng secalral khulsuls mengaltulr tentalng penalnggullalngaln talmbalng ilegall di Kalbulpalten Sigi?

5. Balgalimalnal peraln Dinals Lingkulngaln Hidulp dallalm implementalsi kebijalkaln altalul peraltulraln tersebult?

6. ALpal saljal lalngkalh altalul straltegi yalng telalh dilalkulkaln oleh Dinals Lingkulngaln Hidulp dallalm menalnggullalngi talmbalng ilegall di Desal Sidondo I?

7. ALpalkalh Dinals memiliki progralm rehalbilitalsi altalul pemullihaln lingkulngaln di lokalsi talmbalng ilegall?

8. ALpal saljal kendallal altalul halmbaltaln yalng dihaldalpi Dinals Lingkulngaln Hidulp dallalm menalngalni kalsuls talmbalng ilegall tersebult?

9. Balgalimalnal respons malsyalralkalt daln alpalralt desal terhaldalp ulpalyal penertibaln talmbalng ilegall?
B. Kepala Seksi PTN Wilayah IV (BBTNLL)
1. Dalpaltkalh Balpalk/Ibul menjelalskaln kondisi ekosistem daln kalwalsaln hultaln lindulng di sekitalr Desal Sidondo I yalng termalsulk dallalm zonal kerjal Ballali Besalr Talmaln Nalsionall Lore Lindul?
2. ALpalkalh wilalyalh talmbalng ilegall di Sidondo I termalsulk dallalm altalul berdekaltaln dengaln kalwalsaln konservalsi Talmaln Nalsionall Lore Lindul?

3. ALpal bentulk keterlibaltaln Ballali Besalr Talmaln Nalsionall Lore Lindul dallalm menalngalni kalsuls pertalmbalngaln ilegall di wilalyalh tersebult?

4. ALpalkalh BBTNLL melalkulkaln pemalntalulaln altalul pengalwalsaln terhaldalp alktivitals ilegall yalng mengalncalm kalwalsaln konservalsi?

5. ALpalkalh BBTNLL memiliki progralm mitigalsi altalul pemullihaln lingkulngaln di daleralh yalng terdalmpalk alktivitals talmbalng ilegall?

6. Balgalimalnal polal koordinalsi alntalral BBTNLL dengaln Pemerintalh Kalbulpalten Sigi, Kepolisialn, daln Dinals Lingkulngaln Hidulp dallalm menalngalni talmbalng ilegall di Desal Sidondo I?

7. ALpalkalh terdalpalt forulm bersalmal altalul tim terpaldul lintals instalnsi ulntulk penalngalnaln kalsuls lingkulngaln seperti talmbalng ilegall?

8. ALpal kendallal ultalmal yalng dihaldalpi BBTNLL dallalm ulpalyal perlindulngaln kalwalsaln konservalsi dalri alktivitals ilegall seperti pertalmbalngaln lialr?

9. ALpalkalh malsyalralkalt setempalt mendulkulng ulpalyal pelestalrialn hultaln daln penalngalnaln talmbalng ilegall?

10. Menulrult Balpalk/Ibul, alpal lalngkalh straltegis yalng sebaliknyal dilalkulkaln oleh pemerintalh daleralh ulntulk mencegalh daln menghentikaln alktivitals talmbalng ilegall secalral berkelalnjultaln?

11. ALpalkalh BBTNLL memiliki progralm pemberdalyalaln malsyalralkalt altalul edulkalsi lingkulngaln yalng bisal menjaldi balgialn dalri solulsi jalngkal palnjalng?

C. Kanit 3 Sat Reskrim Polres Sigi

1. Bisal Balpalk/Ibul jelalskaln terlebih dalhullul balgalimalnal situlalsi alktivitals pertalmbalngaln ilegall di Desal Sidondo I berdalsalrkaln pemalntalulaln kepolisialn?
2. Sejalk kalpaln kalsuls talmbalng ilegall di wilalyalh ini mullali menjaldi perhaltialn pihalk Polrestal Sigi?
3. ALpal saljal lalngkalh konkret yalng telalh dilalkulkaln oleh Polrestal Sigi dallalm menindalk talmbalng ilegall di Desal Sidondo I?
4. ALpalkalh Polrestal Sigi melalkulkaln paltroli altalul operalsi khulsuls terkalit talmbalng ilegall? Jikal iyal, seperti alpal bentulknyal?
5. Sejalulh malnal keterlibaltaln Polrestal Sigi dallalm merulmulskaln altalul melalksalnalkaln straltegi bersalmal Pemerintalh Kalbulpalten Sigi ulntulk menalngalni talmbalng ilegall?

6. ALpalkalh Polrestal Sigi menggulnalkaln pendekaltaln represif, persulalsif, altalul galbulngaln dallalm menalngalni talmbalng ilegall ini?

7. ALdalkalh pendekaltaln berbalsis malsyalralkalt altalul penyullulhaln hulkulm kepaldal walrgal sekitalr talmbalng ilegall?

8. Balgalimalnal bentulk koordinalsi alntalral Polrestal Sigi dengaln instalnsi lalin seperti Dinals Lingkulngaln Hidulp, Dinals ESDM, daln Pemerintalh Desal dallalm menalngalni kalsuls ini?

9. ALpalkalh aldal talntalngaln dallalm koordinalsi lintals lembalgal? Jikal yal, balgalimalnal ulpalyal mengaltalsinyal?

10. ALpal saljal kendallal ultalmal yalng dihaldalpi Polrestal Sigi dallalm proses penalngalnaln talmbalng ilegall, balik dalri sisi hulkulm, malsyalralkalt, malulpuln politik lokall?

11. Menulrult Balpalk/Ibul, alpal rekomendalsi altalul lalngkalh straltegis yalng sehalrulsnyal dialmbil oleh pemerintalh daleralh ke depaln ulntulk mengaltalsi talmbalng ilegall secalral berkelalnjultaln?

12. ALpalkalh aldal ulsullaln perulbalhaln regullalsi altalul penegalkaln hulkulm yalng perlul diperkulalt?

D. Kepala Desa

1. Balgalimalnal talnggalpaln pemerintalh desal terhaldalp aldalnyal alktivitals talmbalng ilegall ini? ALpalkalh aldal lalporaln resmi dalri malsyalralkalt ke pemerintalh desal terkalit kegialtaln talmbalng ilegall?
2. ALpalkalh pemerintalh desal pernalh melalkulkaln koordinalsi dengaln Pemerintalh Kalbulpalten Sigi terkalit malsallalh ini daln  Bentulk koordinalsi seperti alpal yalng pernalh dilalkulkaln? Misallnyal, pelalporaln, pertemulaln, altalul permintalaln balntulaln penertibaln?

3. Menulrult Balpalk, alpal saljal lalngkalh nyaltal yalng suldalh dilalkulkaln oleh Pemerintalh Kalbulpalten Sigi dallalm menalngalni talmbalng ilegall di Desal Sidondo I?

4. ALpalkalh suldalh aldal tindalkaln hulkulm, penertibaln, altalul penyullulhaln dalri pihalk kalbulpalten altalul alpalralt? Balgalimalnal efektivitals straltegi tersebult menulrult pengalmaltaln pemerintalh desal? ALpalkalh aldal talntalngaln dallalm pelalksalnalaln penalngalnaln talmbalng ilegall? Jikal aldal, alpal saljal?
E. BPD dan Kepala Dusun
1. Lokalsi talmbalng ilegall tersebult beraldal di alreal malnal di Dulsuln Balpalk?
2. ALpal saljal dalmpalk yalng diralsalkaln malsyalralkalt alkibalt alktivitals talmbalng ilegall? (Ekonomi, lingkulngaln, sosiall, kealmalnaln)
3. Balgalimalnal respon malsyalralkalt terhaldalp aldalnyal kegialtaln talmbalng ilegall ini?
4. ALpalkalh pernalh terjaldi konflik alntalral penalmbalng ilegall dengaln walrgal altalul alpalralt desal?
5. Balgalimalnal koordinalsi alntalral alpalralt dulsuln/desal dengaln pihalk kepolisialn, dinals lingkulngaln hidulp, altalul instalnsi terkalit lalinnyal?
6. Menulrult Balpalk, straltegi alpal yalng suldalh dilalkulkaln pemerintalh kalbulpalten ulntulk mengaltalsi talmbalng ilegall ini? ALpalkalh suldalh efektif?
7. Balgalimalnal peraln malsyalralkalt dallalm membalntul pemerintalh menalngalni talmbalng ilegall ini?
8. ALpalkalh aldal kelompok altalul orgalnisalsi malsyalralkalt yalng terlibalt dallalm ulpalyal penghentialn alktivitals talmbalng ilegall?
9. ALpalkalh aldal informalsi talmbalhaln yalng ingin Balpalk/Ibul salmpalikaln terkalit permalsallalhaln talmbalng ilegall di dulsuln ini?
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